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KATA PENGANTAR

Tahun 2021 merupakan tahun kedua untuk RPJMD 2020-2024. Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung sebagai koordinator pembangunan kesehatan di provinsi
Lampung dan sebagai satuan kerja perangkat daerah dari Pemerintah Provinsi
Lampung memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu komponen SAKIP adalah membuat Laporan
Kinerja yang menggambarkan kinerja yang dicapai atas pelaksanaan program dan
kegiatan yang menggunakan APBN.

Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Permenpan) Nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan
informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan
seharusnya dicapai. Dalam laporan kinerja ini juga menyertakan berbagai upaya
perbaikan berkesinambungan yang telah dilakukan dalam lingkup Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung khususnya program Kesehatan Masyarakat, untuk meningkatkan
kinerjanya pada masa mendatang.

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun
2021 sebagai bentuk akuntabilias perjanjian kinerja yang dibuat pada awal tahun 2021.
Secara garis besar laporan berisi informasi tentang tugas dan fungsi organisasi;
rencana kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan Rencana Stategis (Renstra)
Pemerintah Provinsi Lampung di Bidang Kesehatan tahun 2020-2024, disertai
dengan faktor pendukung dan penghambat capaian, serta upaya tindak lanjut yang
dilakukan.

Peningkatan kualitas laporan kinerja ini menjadi perhatian kami, masukan dan
saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan
penyusunan laporan di tahun yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita
semua dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan
program di masa mendatang.

Bandar Lampung, Februari 2022

N m B Bine 1
S RIP-196308251989102002

ii | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi dan
dalam PermenPAN Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
maka Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menyusun laporan kinerja sebagai
bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2021.

Sasaran pembangunan kesehatan pada periode 2020-2024 adalah
mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai
bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Pelaksanaan program dan kegiatan Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan RI tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020. Untuk mencapai tujuan tersebut,
dilakukan berbagai kegiatan yang dilaksanakan masing-masing seksi di Bidang
Kesmas Dinkes Provinsi Lampung.

Laporan kinerja disusun berdasarkan capaian kinerja tahun 2021 sebagaimana
yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang terdiri dari Indikator Kerja
Utama (IKU). Sumber data dalam laporan ini diperoleh dari masing-masing program
di lingkup Bidang Kesmas Tahun 2021.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 antara Dinas Kesehatan dengan
Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memiliki
20 indikator dengan target yang telah disepakati. Namun dari 20 target tersebut hanya
12 indikator yang capaiannya lebih dari target, 6 indikator yang capaiannya mendekati
target dan 2 indikator yang capaiannya jauh dari target yang diharapkan.

Realisasi anggaran pada Satker Dinas Kesehatan Provinsi Lampung (03)
Dekonsentrasi yaitu 92 % (Laporan Realisasi OMSPAN tgl 30 Desember 2021) sebanding
dengan capaian kinerja program yang direpresentasikan melalui 4 Indikator Kinerja yang
telah tercapai diatas 100% untuk keseluruhan indikator kinerja. Keseluruhan indikator
kinerja utama program kesehatan masyarakat dilaksanakan di tingkat Puskesmas.
Oleh karena itu alokasi anggaran di provinsi bertujuan untuk memastikan indikator
tersebut berjalan sebagaimana mestinya mulai dari level kebijakan, standar, pedoman dan
evaluasi.

Masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di tahun 2021
dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan direfocusing sebanyak
2 kali sepanjang tahun 2021, dan PPKM level 4 dihampir seluruh daerah sehingga
seluruh kegiatan tidak boleh dilakukan. Kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah
keadaan kasus Covid-19 mulai menunjukkan grafik penurunan jumlah kasus dan PPKM
telah dilonggarkan sehingga sudah dapat melaksanakan kegiatan, dengan tetap
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memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian hal lain adalah adanya beberapa
kegiatan yang baru bisa dilaksanakan setelah pelaksanaan di tingkat pusat. Selain itu,
ada kegiatan yang berubah konsep dari tatap muka menjadi blended sehingga dalam
pelaksanaan harus menunggu revisi terlebih dahulu.

Untuk perbaikan ke depan diperlukan koordinasi lebih baik antar Dinas
Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Unit Eselon | Dirjen Kesmas
dalam penyusunan rencana operasional kegiatan sehingga rencana kegiatan yang
dibuat dapat terlaksana dengan baik

iv | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG



DAFTAR ISI

KATA PENGANT AR .o i
IKHTISAR EKSEKUTIF ... oottt e e e eeaneannnes iii
DA T AR ISl e %
DA e I I AN = = S Vi
(DA e I o ] 2 Y | U Vii
DAFTAR GAMBAR ...ttt e e e e e e e e a bbb as Vil
DAFTAR SINGKAT AN Lt viii
BAB | PENDAHULUAN.......cttii ittt ettt e stte et eesnnseessnnaeessneeeeans 1
A.Latar Belakang ... 1

B. Maksud dan TUJUAN ..o 2
C.Visi, Misi dan Strategi OrganiSasi ..........cceuverireeunieiieeiieeeiieeeneeenne 2
D.Tugas Pokok dan FUNGSI ..ot 3
E.Potensi dan Permasalahan ..............coooiiiiiiiiiie 3

F o SIStEMALIKA ... e 5

BAB Il PERENCANAAN KINERUJA ..ottt nes 7
A.Perjanjian KiNeIJa ....o.oeiuiiiiiiie e 7

B. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat .......................... 7

BAB [Il AKUNTABILITAS KINERJA ..ottt 10
A. Capaian Kinerja OrganiSasi ......ouvuiieeiieieiii i eieaaeaen, 10

1. Indikator Kinerja Program............cccveeeeeiiiiieeeececiiieeee e ssnieeee e 10

B. Realisasi ANQQaran ..........co.veiiiiiiiieiee e 63

C. KESIMPUIAN ...t 67
LAMPI R AN L 68

v | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG



Tabel 2.1
Tabel 3.1

Tabel 3.2

Tabel 3.3

Tabel 3.4

Tabel 3.5

Tabel 3.6

Tabel 3.7

Tabel 3.8

Tabel 3.9

Tabel 3.10

Tabel 3.11

Tabel 3.12

DAFTAR TABEL

Indikator kinerja Program Kesehatan Masyarakat
Target Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan
Masyarakat Tahun 2021

Distribusi Cakupan Puskesmas Mampu Tata Laksana Gizi
Buruk

Definisi Operasional dan Leveling Kabupaten/Kota
melaksanakan Kesehatan Kerja Provinsi Lampung Tahun
2020-2024

Definisi Operasional dan Leveling Kabupaten/Kota
melaksanakan Kesehatan Olahraga Provinsi Lampung
Tahun 2020-2024

Capaian Kab/Kota menerapkan Kebijakan Germas Tahun
2021

Capaian Kab/Kota menerapkan Kebijakan Germas Tahun
2020-2021

Capaian Indikator Kab/Kota melakukan Pembinaan
Posyandu Aktif Tahun 2021

Capaian Indikator Kab/Kota melakukan Pembinaan
Posyandu Aktif Tahun 2020-2021

Ringkasan Capaian Indikator Program Kesmas per
Kegiatan Provinsi Lampung Tahun 2021

Alokasi Pagu Dana Dekonsentrasi Program Kesmas
Provinsi Lampung Tahun 2021

Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Program
Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Lampung Tahun
2021

Realisasi Per Komponen Kegiatan Anggaran Dana
Dekonsentrasi Program Kesehatan Masyarakat Dinkes
Provinsi Lampung Tahun 2021

vi | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG

11

13

37

40

52

54

56

58

61

63

63



Grafik 3.1

Grafik 3.2

Grafik 3.3

Grafik 3.4

Grafik 3.5
Grafik 3.6

Grafik 3.7
Grafik 3.8

Grafik 3.9

Grafik 3.10

Grafik 3.11

Grafik 3.12

Grafik 3.13

Grafik 3.14

Grafik 3.15

Grafik 3.16

Grafik 3.17

Grafik 3.18

Grafik 3.19

Grafik 3.20

Grafik 3.21

DAFTAR GRAFIK

Distribusi Persentase Balita yang diEntry ke EPPGBM di
Provinsi Lampung Tahun 2021

Distribusi Puskesmas yang Mengupload SPO Tatalaksana
Gizi Buruk di Provinsi Lampung Tahun 2021

Trend capaian bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat
ASI eksklusif Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

Cakupan KN1 per Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
Tahun 2021

Trend Cakupan KN1 Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

Cakupan K4 per Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
Tahun 2021

Trend Cakupan K4 Provinsi Lampung Tahun 2017-2021
Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan per
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021

Trend Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan per
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2017-2021
Capaian Cakupan Kunjungan Balita per Kabupaten/Kota
se-Provinsi Lampung Tahun 2021

Trend Cakupan Kunjungan Balita per Kabupaten/Kota se-
Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

Capaian Cakupan Penjaringan Anak Kelas | SD per
kab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2021

Trend Cakupan Penjaringan Anak Kelas | SD Provinsi
Lampung Tahun 2017-2021

Capaian Cakupan Penjaringan Anak Usia Sekolah SMP
Per Kab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2021

Trend Cakupan Penjaringan Anak Kelas 7 & 10 Provinsi
Lampung Tahun 2017-2021

Capaian Cakupan KB Aktif Per Kab/Kota se Provinsi
Lampung Tahun 2021

Trend Capaian Cakupan KB Pasca Salin Per Kab/Kota se
Provinsi Lampung di Provinsi Lampung Tahun 2017- 2021
Capaian Pelayanan Kesehatan Lansia per Kab/Kota se-
Provinsi Lampung Tahun 2021

Trend Capaian Pelayanan Kesehatan Lansia se-Provinsi
Lampung Tahun 2020-2021

Trend Capaian Kab/Kota Melaksanakan Kesehatan Kerja di
Provinsi Lampung Tahun 2020-2021

Distribusi Capaian Kab/Kota Melaksanakan Kesehatan Kerja
di Provinsi Lampung Tahun 2021

vii | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG

12

14

14

18

19
21

22
24

24

26

27

29

30

31

31

33

34

36

36

38

38



Grafik 3.22

Grafik 3.23

Grafik 3.24

Grafik 3.25

Grafik 3.26

Grafik 3.27

Grafik 3.28

Grafik 3.29

Grafik 3.30

Grafik 3.31

Grafik 3.32

Grafik 3.33

Grafik 3.34

Trend Capaian Kab/Kota Melaksanakan Kesehatan

Olahraga di Provinsi Lampung Tahun 2020-2021

Distribusi Capaian Kab/Kota Melaksanakan Kesehatan
Olahraga di Provinsi Lampung Tahun 2021

Capaian Desa/Kelurahan yang Stop Buang Air Besar di
Provinsi Lampung tahun 2017-2021

Target Indikator dan Capaian Kegiatan Penyehatan Air dan
Sanitasi Dasar Provinsi Lampung

Trend Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan
Pengawasan tahun 2017-2021

Persentase TTU Sehat per Kabupaten/Kota se-Provinsi
Lampung Tahun 2017-2021

Persentase Faskes melakukan Pengolahan Limbah sesuai
Standar tahun 2020-2021

Trend Jumlah TPM yang terdaftar dalam e-Monev HSP per
Kab/Kota Tahun 2017-2021

Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan
Kawasan Sehat tahun 2017-2021

Capaian dan Target Kab/Kota yang Menyelenggarakan
Tatanan Kawasan Sehat tahun 2020-2024

Trend Capaian Kab/Kota Menerapkan Kebijakan Germas
se-Provinsi Lampung tahun 2020-2021

Tatanan

Trend Capaian Kab/Kota Melakukan Pembinaan Posyandu
Aktif se-Provinsi Lampung tahun 2020-2021

Trend Capaian Pelaksanaan Kegiatan Dukungan
Manajemen Program Kesehatan Masyarakat Provinsi
Lampung tahun 2021

viii | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG

41

42

43

44

45

46

47

49

50

50

54

58

61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Indikator kinerja Program Kesehatan Masyarakat 10

ix | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG



KEK
KN1

PHBS
PN
PF
TTD
K4

DAFTAR SINGKATAN

: Kurang Energi Kalori

: Kunjungan Neonatal Pertama

: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

: Persalinan Nakes

: Persalinan di Fasilitas Kesehatan

: Tablet Tambah Darah

: Kunjungan ke empat kali selama masa kehamilan

x | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan
pembangunan sesuai dengan kewenanganannya. Pembangunan kesehatan
merupakan salah satu dari tugas pemerintah daerah yang merupakan
kewenanganan konkurent antara pemerinth pusat dan daerah. Dalam
melaksanakan pembangunan bidan kesehatan, pemeritnah daerah dibantu
pelaksanannya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, senantiasa
membangun akuntabilitas yang dilakukan melalui pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Diharapkan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesehatan dapat berlangsung
dengan bijaksana, transparan, akun, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip
good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme.

Sasaran pokok RPIJMN 2020-2024 adalah penurunan prevalensi wasting dan
stunting pada balita. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah
mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai
bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma
sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: 1) pilar
paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam
pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2)
penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses
pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis
risiko. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung merupakan unit yang sangat
berperan di daerah dalam mewujudkan pilar pertama dalam “Program Indonesia
Sehat”.

Pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan kewenangan dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas
tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja ini akan memberikan gambaran pencapaian kinerja Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung pada Program Kesehatan Masyarakat dalam satu
tahun anggaran beserta dengan hasil capaian indikator kinerja dari masing-masing
unit kegiatan.
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Dengan perubahan Susunan Organisasi baru Permenkes Nomor 64 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan maka dilakukan perubahan
dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja yang ditandatangani
Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan
Menteri Kesehatan terdiri dari 1 sasaran dan 4 indikator kinerja, yang sebelumnya
terdiri dari 3 sasaran dan 6 indikator kinerja.

B. Maksud dan Tujuan
Penyusunan laporan kinerja Satker Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
(03) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2021 dalam
mencapai target dan sasaran program seperti yang tertuang dalam rencana
strategis, dan ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Kesehatan
Provinsi Lampung (03) oleh pejabat yang bertanggungjawab.

C.Visi, Misi dan Strategi Organisasi
1. Visi
Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung tersebut maka disusunlah Rencana
Strategik Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2020-2024 dengan Visinya
“Rakyat Lampung Berjaya”

2. Misi
Misi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Meningkatkan Kualitas Sumber
Daya Manusia Dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Perempuan dan Kaum Disabilitas

3. Tujuan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (LampungSehat)

4. Nilai-nilai

Guna mewujudkan visi dan misi serta rencana strategis pembangunan
kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menganut dan menjunjung
tinggi nilai-nilai yang telah dirumuskan dalam Renstra Pemerintah Provinsi
antara lain:

a) Pro Rakyat;

b) Inklusif;

c) Responsif;

d) Efektif;

e) Bersih.

5. Strategi Pembangunan Kesehatan Masyarakat
Strategi pembangunan kesehatan masyarakat tahun 2020-2024 meliputi:
a. Mengembang kan SDM Kesehatan
b. Penguatan kebijakan manajemen pembangunan kesehatan.
c. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat.
d. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
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6. Sasaran
1. Menurunnya kasus kematian lbu
2. Menurunnya kasus kematian Bayi
3. Meningkatnya status gizi masyarakat
4. Menurunnya kasus kesakitan

7. Indikator Kinerja
Indikator kinerja Program Kesmas Dinkes Provinsi Lampung yaitu:

a.
b.

Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)
Persentase Desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar
Sembarangan (SBS)

Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)

Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan
masyarakat hidup sehat

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai

dengan Pergub Tugas Pokok Bidang Kesmas adalah melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan
masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1.

5.

6.

Menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan
keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan kesehatan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

. Menyiapkan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan

keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan kesehatan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga

. Menyiapkan bimbingan teknis di bidang kesehatan keluarga, gizi,

promosi kesehatan, pemberdayaan kesehatan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan
kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan
olahraga.

Menyelenggarakan tugas-tugas yang belum dapat dilaksanakan oleh
kabupaten/kota dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

Fungsi tersebut dilaksanakan oleh seksi-seksi yang meliputi :

a)
b)
c)

Seksi Kesga dan Gizi;

Seksi Promosi Kesehatan;
Seksi Kesling dan Kesjaor

E. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan pembangunan kesehatan akan menjadi input dalam
menentukan arah kebijakan dan strategi Dinas Kesehatan dalam bidang kesehatan
masyarakat.

Saat ini akses ibu hamil, bersalin dan nifas terhadap pelayanan kesehatan sudah
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cukup baik, akan tetapi kasus Kematian lbu masih cukup tinggi. Kondisi ini
kemungkinan disebabkan antara lain karena kualitas pelayanan kesehatan ibu
hamil dan bersalin yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan
faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam
kehamilan dan perdarahan post partum, selain itu penyebab karena lain-lain juga
semakin meningkat. Penyebab ini dapat diminimalisir apabila kualitas
Antenatal Care dilaksanakan dengan baik, sehingga mampu menskrining
kelainan pada ibu hamil sedini mungkin.

Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat
antara lain adalah, anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria,
TB, HIV, Hepatitis B dan empat terlalu (terlalu muda <20 tahun, terlalu tua >35
tahun, terlalu dekat jaraknya 2 tahun dan terlalu banyak anaknya > 3 tahun).
Sebanyak 54,2 per 1000 perempuan dibawah usia 20 tahun telah melahirkan,
sementara perempuan yang melahirkan usia di atas 40 tahun sebanyak 207 per
1000 kelahiran hidup. Hal ini diperkuat oleh data yang menunjukkan masih adanya
umur perkawinan pertama pada usia yang amat muda (<20 tahun) sebanyak 46,7%
dari semua perempuan yang telah kawin.

Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah
tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah relatif
tersebar ke seluruh desa di provinsi Lampung, hamun kompetensi masih belum
memadai. Di samping itu distribusi tenaga kesehatan yang menumpuk di daerah
perkotaan juga menjadi salah satu kendala kurangnya akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan khususnya di daerah terpencil. Demikian juga secara
kuantitas, jumlah Puskesmas PONED dan RS PONEK meningkat namun belum
diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan karena jumlah Tim yang tidak
lengkap dan sisitem rujukan yang belum efektif. Peningkatan kesehatan ibu
sebelum hamil terutama pada masa remaja, menjadi faktor penting dalam
penurunan AKI dan AKB.

Dalam 5 tahun terakhir, Angka Kematian Neonatal (AKN) tetap sama yakni
19/1000 kelahiran, sementara untuk Angka Kematian Pasca Neonatal (AKPN) terjadi
penurunan dari 15/1000 menjadi 13/1000 kelahiran hidup, angka kematian anak
balita juga turun dari 44/1000 menjadi 40/1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian
pada kelompok perinatal disebabkan oleh Intra Uterine Fetal Death (IUFD) sebanyak
29,5% dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 11,2%, ini berarti faktor
kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan amat menentukan kondisi bayinya.
Tantangan ke depan adalah mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap
untuk hamil dan melahirkan dan menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang
mampu melindungi bayi dari infeksi. Untuk usia di atas neonatal sampai satu tahun,
penyebab utama kematian adalah infeksi khususnya pnemonia dan diare. Ini
berkaitan erat dengan perilaku hidup sehat ibu dan juga kondisi lingkungan
setempat.

Untuk status gizi remaja, hasil Riskesdas 2014, secara nasional prevalensi
remaja usia 13-15 tahun yang pendek dan amat pendek adalah 35,1% dan pada
usia 16-18 tahun sebesar 31,4%. Sekitar separuh remaja mengalami defisit energi
dan sepertiga remaja mengalami defisit protein dan mikronutrien.

Pelaksanaan UKS harus diwajibkan di setiap sekolah dan madrasah mulai dari
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TK/RA sampai SMA/ SMK/MA, mengingat UKS merupakan wadah untuk
mempromosikan masalah kesehatan. Wadah ini menjadi penting dan strategis, karena
pelaksanaan program melalui UKS jauh lebih efektif dan efisien serta berdaya ungkit
lebih besar. UKS harus menjadi upaya kesehatan wajib Puskesmas. Peningkatan
kuantitas dan kualitas Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) yang menjangkau remaja di sekolah dan di luar sekolah. Prioritas
program UKS adalah perbaikan gizi usia sekolah, kesehatan reproduksi dan
deteksi dini penyakit tidak menular.

Selain penyakit tidak menular yang mengancam pada usia kerja, penyakit
akibat kerja dan terjadinya kecelakaan kerja juga meningkat. Jumlah yang meninggal
akibat kecelakaan kerja semakin meningkat hampir 10% selama 5 tahun terakhir.
Proporsi kecelakaan kerja paling banyak terjadi pada umur 31-45 tahun. Oleh
karena itu program kesehatan usia kerja harus menjadi prioritas, agar sejak awal
faktor risiko sudah bisa dikendalikan. Prioritas untuk kesehatan usia kerja adalah
mengembangkan pelayanan kesehatan kerja primer dan penerapan keselamatan dan
kesehatan kerja di tempat kerja, selain itu dikembangkan Pos Upaya Kesehatan Kerja
sebagai salah satu bentuk UKBM pada pekerja dan peningkatan kesehatan
kelompok pekerja rentan seperti Nelayan, TKI, dan pekerja perempuan.

Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks saat ini, selain masih
menghadapi masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi
persoalan yang harus kita tangani dengan serius. Selain itu kita dihadapi dengan
masalah stunting. Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis yang
disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh tidak tepat, yang mengakibatkan
kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, mudah sakit dan berdaya saing
rendah, sehingga bisa terjebak dalam kemiskinan. Seribu hari pertama kehidupan
seorang anak adalah masa kritis yang menentukan masa depannya, dan pada
periode itu anak Indonesia menghadapi gangguan pertumbuhan yang serius. Yang
menjadi masalah, lewat dari 1000 hari, dampak buruk kekurangan gizi sangat
sulit diobati. Untuk mengatasi stunting, masyarakat perlu dididik untuk
memahami pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak balita. Secara aktif turut serta
dalam komitmen global (SUN-Scalling Up Nutrition) dalam menurunkan
stunting, maka Indonesia fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan
(terhitung sejak konsepsi hingga anak berusia 2 tahun) dalam
menyelesaikan masalah stunting secara terintegrasi karena masalah gizi tidak
hanya dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja (intervensi spesifik) tetapi
juga oleh sektor di luar kesehatan (intervensi sensitif). Hal ini tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi.

F. Sistematika
Sistematika penulisan laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung adalah
sebagai berikut :
o Ringkasan Eksekutif
o Kata Pengantar
o Daftar Isi
- BABI
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Penjelasan umum organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,
penjelasan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama
(strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

- BABII

Menjelaskan uraian ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2021.

- BABII

Penyajian capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi, dengan melakukan beberapa hal
sebagai berikut: Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun
ini; Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi; Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan
yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan
kinerja dan melakukan analisa realisasi anggaran.
- BAB IV

Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- LAMPIRAN
Formulir PK:
Pengukuran Kinerja
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah ditetapkan
dalam dokumen penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan
kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja
tertentu dengan didukung sumber daya yang tersedia.

Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang
mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan
pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia. Perjanjian
penetapan kinerja tahun 2021 yang telah ditandatangani bersama oleh Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Direktur Jenderal Kesehatan
Masyarakat berisi Indikator, antara lain:

B. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat

Indikator kinerja program Kesehatan Masyarakat terdiri dari empat indikator

yang dianggap dapat merefleksikan kinerja program, yang meliputi:
a. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)
b. Persentase Desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan

(SBS)

c. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)
d. Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan
masyarakat hidup sehat

Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan menggambarkan
indikator pelayanan kesehatan terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan di
fasilitas pelayanan kesehatan. Indikator PF menjadi penting karena penyebab
kematian ibu di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh karena perdarahan dan
infeksi pada saat persalinan. Menurunkan angka kematian ibu merupakan bagian
dari kesepakatan global terhadap pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs).

Persentase Desalkelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan
menggambarkan akses masyarakat terhadap sanitasi (jamban) sehingga tidak
membuang air besarnya sembarangan, bukan menggambarkan jumlah
kepemilikan jamban.

Persentase ibu hamil Kurang energi Kronik (KEK) menggambarkan risiko
yang akan dialami ibu hamil dan bayinya dalam masa kehamilan, persalinan dan
pasca persalinan.

Persentase kabupaten/kota yang menerapkan Kkebijakan gerakan
masyarakat hidup sehat menggambarkan jumlah produk kebijakan daerah
dalam pelaksanaan salah satu tema germas.

Keempat indikator diatas diharapkan dapat menjadi daya ungkit
terhadap keberhasilan dalam pencapaian renstra Kementerian Kesehatan tahun

2020-2024.
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Tabel 2.1 Indikator Kinerja Program Kesmas Dinkes Provinsi Lampung

Pembinaan Gizi
Masyarakat

Tahun 2020-2024

Persentase Kabupaten/Kota
melaksanakan surveilans gizi

51

70

90

100

100

Persentase Puskesmas
mampu tatalaksana gizi buruk
pada balita

10

20

30

45

60

Persentase ibu hamil Kurang
Energi Kronis (KEK)

16

14,5

13

11,5

10

Persentase bayi usia kurang dari
6 bulan mendapat ASI Eksklusif

40

45

50

55

60

Pembinaan
Kesehatan
Keluarga

Jumlah kabupaten/kota yang
menyelenggarakan pelayanan
kesehatan ibu dan bayi baru
lahir

120

200

320

470

514

Persentase persalinan di
fasilitas pelayanan kesehatan
(PF)

87

89

91

93

95

Jumlah kabupaten/kota yang
menyelenggarakan pelayanan
kesehatan balita

120

200

320

470

514

Jumlah kabupaten/kota yang
menyelenggarakan pelayanan
kesehatan anak usia sekolah

125

150

200

275

350

Jumlah kabupaten/kota yang
menyelenggarakan pelayanan
kesehatan usia reproduksi

120

200

320

470

514

Persentase kabupaten/kota
yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan lanjut
usia

45

50

55

60

65

Pembinaan
Upaya
Kesehatan Kerja
dan Olahraga

Jumlah kabupaten/kota yang
melaksanakan kesehatan
kerja

10

11

12

12

Jumlah kabupaten/kota yang
melaksanakan kesehatan
olahraga

10

11

12

12

Penyehatan
Lingkungan

Persentase desa/kelurahan
dengan Stop Buang air besar
Sembarangan (SBS)

40

50

60

70

90

Jumlah Kabupaten/Kota
Sehat (KKS)

110

220

280

380

420

Persentase sarana air minum
Yang diawasi/diperiksa
kualitas air minumnya sesuai
standar

60

64

68

72

76
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Jumlah  fasyankes  yang
memiliki pengelolaan limbah

medis sesuai standar 2.600 | 3.000 | 4.850 | 6.250 | 8.800
Presentase Tempat
Pengelolaan Pangan (TPP)
yang memenuhi syarat sesuai 38 44 50 56 62
standar
Persentase = Tempat dan
Fasilitas Umum (TFU) yang
dilakukan pengawasan sesuai 55 60 65 70 75
standar
Persentase kabupaten/kota
_ yang menerapkan kebijakan
Promosi gerakan masyarakat hidup 30 35 40 45 50
Kesehatan dan sehat
P?\g;igg{g?n Persentase kabupaten/kota
melaksanakan pembinaan 51 70 a0 100 100
posyandu aktif
Dukungan Nilai Reformasi Birokrasi di
Manajemen dan lingkup Direktorat Jenderal 56,5 575 58,5 59,5 60
Pelaksanaan Kesehatan Masyarakat
Tugas Teknis S
Lainnya pada Perser_ltase kmgrja RKAKL
Program pada lingkup Direktorat
Pembinaan Jenderal Kesehatan 80 | 825 | 8 | 875 | 90
Kesehatan Masyarakat
Masyarakat
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup
hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien.
Diperlukan instrumen baru, pemerintahan yang baik (good governance) untuk
memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Selain itu, budaya
organisasi turut mempengaruhi penerapan pemerintahan yang baik di Indonesia.
Pengukuran kinerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dilakukan
dengan cara membandingkan target kinerja sebagaimana telah ditetapkan
dalam penetapan kinerja pada awal tahun anggaran dengan realisasi kinerja
yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja
adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja
1. Indikator Kinerja Program

Program Kesehatan Masyarakat adalah salah satu program Dinas Kesehatan
dengan upaya prioritas untuk menurunkan Angka Kematian lbu (AKI), Angka
Kematian Bayi (AKB) dan prevalensi gizi kurang. Sebagaimana telah termuat
dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021, indikator kinerja Program
Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

Persentase Persentase
Desa/Kelurahan dengan ibu hamil Kurang
Stop Buang air besar Energi Kronis

Sembarangan

Persentase
kabupaten/kota yang
menerapkan kebijakan
gerakan masyarakat
hidup sehat

Gambar 3.1 Indikator Kinerja Utama Program Kesehatan Masyarakat
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Capaian kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Target Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat
Provinsi Lampung Tahun 2021

No. Sasaran Indikator Kinerja Target Target
Program/Kegiatan Provinsi
1) (2) (©) (4) ©)
1. Pembinaan Gizi Persentase Kabupaten/Kota 70% 70%
Masyarakat melaksanakan surveilans gizi
Persentase puskesmas mampu tata 20% 20%
laksana gizi buruk pada balita
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan 45% 65%
mendapat ASI eksklusif
2. Pembinaan Jumlah kabupaten/kota yang 200 6
Kesehatan Keluarga menyelenggarakan pelayanan
kesehatan ibu dan bayi baru lahir
Jumlah kabupaten/kota yang 200 8
menyelenggarakan pelayanan
kesehatan balita
Jumlah kabupaten/kota yang 150 8
menyelenggarakan pelayanan
kesehatan anak usia sekolah dan remaja
Jumlah kabupaten/kota yang 200 7
menyelenggarakan pelayanan
kesehatan usia reproduksi
Persentase kabupaten/kota yang 50% 7
menyelenggarakan pelayanan
kesehatan lanjut usia
3. Pembinaan Upaya Jumlah kabupaten/kota yang 334 10
Kesehatan Kerja dan melaksanakan kesehatan kerja
Olahraga Jumlah kabupaten/kota yang 334 10
melaksanakan kesehatan olahraga
4, Penyehatan Persentase desa/kelurahan dengan Stop 50% 50%
Lingkungan Buang air besar Sembarangan (SBS)
Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 220 8
Persentase sarana air minum yang 64% 64%
diawasi/diperiksa kualitas air minumnya
sesuai standar
Jumlah  fasyankes yang memiliki 3.000 387
pengelolaan limbah medis sesuai
standar
Presentase Tempat Pengelolaan 44% 44%
Pangan (TPP) yang memenuhi syarat
sesuai standar
Persentase Tempat dan Fasilitas Umum 60% 60%
(TFU) vyang dilakukan pengawasan
sesuai standar
5. Promosi Kesehatan Persentase kabupaten/kota yang 35% 48%
dan Pemberdayaan menerapkan kebijakan gerakan
Masyarakat masyarakat hidup sehat
Persentase kabupaten/kota 70% 70%
melaksanakan pembinaan posyandu
aktif
6. Dukungan Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup 57,5% 57,5%
Manajemen dan Direktorat Jenderal Kesehatan
Pelaksanaan Tugas Masyarakat
Teknis Lainnya pada Persentase kinerja RKAKL pada lingkup 85% 85%

11| LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG




Program Pembinaan Direktorat Jenderal Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
Masyarakat

1. Pembinaan Gizi Masyarakat
a) Persentase kabupaten/kota melaksanakan surveilans gizi

Surveilans gizi berguna untuk mendapatkan informasi keadaan gizi
masyarakat secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan yang dapat
digunakan untuk menetapkan kebijakan gizi maupun tindakan segera yang
tepat. Adanya surveilans gizi akan dapat meningkatkan efektivitas kegiatan
pembinaan gizi dan perbaikan gizi masyarakat secara tepat waktu, tepat
sasaran dan tepat jenis tindakannya.

Masalah gizi akan terus berlangsung, selama faktor-faktor penyebabnya
belum diperbaiki. Surveilans gizi sebagai alat untuk membantu perbaikan gizi
masyarakat melalui analisis terhadap indikator gizi dan factor penyebabnya
secara berkal dan terus menerus.

Indikator ini menunjukkan kabupaten/kota telah melaksanakan
surveilans gizi apabila 70% dari puskesmas melakukan kegiatan
pengumpulan data, pengolahan dan anaisis data serta diseminasi informasi.
Pengumpulan data adalah puskesmas melakukan entri data sasaran balita,
sasaran ibu hamil dan data pengukuran melalui sigizi, rerata tiap bulan
mencapai minimal 60% dari sasaran ibu hamil dan balita; pengolahan dan
analisis data adalah melakukan konfirmasi dan identifikasi penyebab masalah
gizi pada seluruh balita gizi buruk; dan diseminasi adalah puskesmas
melakukan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil surveilans gizi
setiap triwulan.

Grafik 3.1Distribusi Persentase Balita yang dientry ke EPPGBM
Di Provinsi Lampung Tahun 2021

% Balita yang dientri ke PPGBM dari balita yang ditimbang

300 2824

250
200
150

100

259 117231169201

25% 27%

Dari 15 kab/kota terdapat 2 kab yang entrian > 60%, yaitu Kabupaten
Tanggamus dan Kabupaten Lampung Selatan. Sehingga kab/kota yang telah
melaksanakan surveilans gizi di provinsi Lampung sebesar 13,3%. Jika
melihat cakupan indicator berdasarkan 3 kriteria, hanya 27 puskesmas dari
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310 puskesmas yang melaksanakan surveilans gizi.

Analisa kegagalan :

1. Kondisi pandemic covid menghentikan kegiatan pemantauan pertumbuhan
dimana kegiatan tersebut sebagai dasar kegiatan assesmen

2. Indicator tsb masih baru sehingga perlu proses hingga ke tahap berikutnya

3. Input Rencana kegiatan kedalam sigizi terpadu sebagai salah satu kriteria
dalam penentuan surveilans gizi masih dalam proses sehingga belum
optimal

b) Persentase puskesmas mampu tatalaksana gizi buruk pada balita

Puskesmas mampu melaksanakan tatalaksana gizi buruk pada balita

adalah puskesmas yang memiliki tim asuhan gizi terlatih yang terdiri dari

dokter, bidan/perawat dan tenaga gizi; dan memiliki standar Prosedur

Operasional (SPO) tatalaksana gizi buruk pada balita yang di upload ke dalam

sistem.

Tabel 3.2 Distribusi Cakupan Puskesmas Mampu Tata Laksana Gizi
Buruk di Provinsi Lampung Tahun 2021

1 11 10 66,7

LAMPUNG BARAT 15 )

2 TANGGAMUS 24 4 2 8,3
3 LAMPUNG SELATAN 26 26 26 100
4 LAMPUNG TIMUR 34 26 17 50
5 LAMPUNG TENGAH 39 5 3 7,7
6 LAMPUNG UTARA 27 6 6 22,2
7 WAY KANAN 20 9 6 30
8 TULANGBAWANG 18 4 2 111
9 PESAWARAN 13 6 6 46,2
10 PRINGSEWU 13 13 13 100
11 MESUJI 13 4 2 15,4
12 TULANGBAWANG BARAT 16 2 2 12,5
13 PESISIR BARAT 11 1 1 9,1
14 KOTA BANDAR LAMPUNG 31 31 31 100
15 KOTA METRO 11 6 5 45,4

LAMPUNG 310 51 106 42,6
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Grafik 3.2 Distribusi Persentase Puskesmas Mengupload
SPO Tatalaksana Gizi Buruk di Provinsi Lampung Tahun 2021

1)
Target 20 %
455426
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Pada tahun ini kriteria yang dilihat adalah puskesmas yang telah meng-
upload Standar Prosedur Operasinal (SPO) ke dalam system. Dari 15
kabupaten/kota, 3 Kabupaten/kota telah meng-upload Standar Prosedur
Operasinal (SPO) 100% artinya semua puskesmas yang ada di wilayah kerja
kabupaten/kota tersebut telah meng-upload SPO, 6 kabupaten yang berada
di bawah target yaitu Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Tengah,
Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang
Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.

Analisa keberhasilan

1. Sudah ada Kabupatenten/kota yang mengupload sop gizi buruk

2. Sudah ada puskesmas yang meng-upload sertifikat pelatihan tatalaksana
balita gizi buruk

Analisa kegagalan

1. Tim tatalaksana yang telah dilatih sebelumnya mengalami alih tugas
sehingga tim tidak lengkap dan berfungsi sebagaimana harusnya

2. Pelatihan tim tatalaksana gizi buruk telah dilakukan namun belum
mencakup seluruh puskesmas terutama puskesmas rawat inap
disebabkan adanya refocusing anggaran

c) Cakupan bayi usia usia kurang dari 6 bulan mendapat Asi Eksklusif
Grafik 3.3 Trend Capaian Bayi Usia Kurang dari 6 bulan mendapat ASI
Ekslusif di Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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TARGET 45%
89

81

Anak-anak yang diberi ASI Eksklusif 14 kali lebih kecil kemungkinanya
untuk meninggal dalam enam bulan pertama daripada anak yang tidak
disusui. ASI juga dapat mengurangi kematian akibat infeksi saluran
pernapasan akut dan diare (Lancet, 2008). WHO merekomendasikan ibu
diseluruh dunia untuk menyusui secara eksklusif selama enam bulan pertama
untuk mencapai pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan yang optimal.
Selanjutnya, mereka harus memberi makanana pendamping yang bergizi dan
terus menyusui hingga bayi berusia dua tahun atau lebih.

Perhitungan cakupan ini adalah dengan membandingkan bayi usia 6
bulan yang mendapat ASI Eksklusif dibandingkan seluruh bayi yang berumur
kurang dari 6 bulan dan dikonversi dalam bentuk persentase.

Pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan memiliki banyak manfaat bagi
bayi dan ibu. Manfaat bagi bayi diantaranya adalah perlindungan terhadap
infeksi gastrointestinal baik dinegara berkembang dan di negara industri.
Menyusui meningkatkan 1Q, kehadiran di sekolah dan dikaitkan dengan
pendapatan yang lebih tinggi ketika kehidupan dewasa.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui persentase ASI| Eksklusif
berdasarkan kelompok umur sehingga dapat merencanakan edukasi gizi pada
saat yang tepat bagi ibu hamil dan menyusui. Indikator ASI Ekslusif ada 2 yaitu
ASI| proses atau asi 0-6 bulan masuk dalam indikator renstra, dimana
capaiannya telah berada di atas target untuk 15 kabupaten/kota dan
mengalami peningkatan tiap tahunnya. Untuk cakupan asi ekslusif lulus
cakupan 2020 menurut kabupaten/kota berada diatas target.

Analisis keberhasilan

1. Tenaga kesehatan telah banyak dilatih konseling menyusui

2. Masyarakat mulai memahami pentingnya pemberian ASI Eksklusif
3. Beberapa faskes sudah menjalankan 10 LMKM

Analisis kegagalan

Hal-hal yang menyebabkan kegagalan capaian bayi usia 6 bulan mendapat

ASI Eksklusif :

1. Masih ada tenaga terlatih yang belum melaksanakan konseling menyusui
dan mensosialisasikannya kepada teman sejawat di wilayah kerjanya
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2. Sulit merubah kebiasaan dan menghilangkan mitos dalam masyarakat

3. Masih ada susu formula untuk bayi 0-6 bulan yang tersedia di fasilitas
kesehatan baik faskes pemerintah ataupun swasta

4. Masih ada faskes pemerintah dan swasta yang belum melaksanakan 10
LMKM

5. Tidak ada pengawasan mengenai PERDA ASI nomor 17 tahun dan
peraturan Gubernur tentang pemberian ASI Eksklusif nomor 10 tahun 2016

2. Pembinaan Kesehatan Keluarga

a) Persentase kunjungan neonatal/ Pelayanan Bayi Baru lahir (KN)

Masa Neonatal merupakan masa yang sangat kritis karena pada masa ini
banyak terjadi kematian. Masalah utama bayi baru lahir pada masa perinatal
dapat menyebabkan kematian, kesakitan dan kecacatan. Hal ini merupakan
akibat dari kondisi kesehatan ibu yang jelek, perawatan selama kehamilan
yang tidak adekuat, penanganan selama persalinan yang tidak tepat dan tidak
bersih, serta perawatan neonatal yang tidak adekuat. Kematian neonatal tidak
dapat diturunkan secara bermakna tanpa dukungan upaya menurunkan
kematian ibu dan meningkatkan kesehatan ibu.

Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau yang dikenal dengan
sebutan dengan KN1, merupakan indikator yang menggambarkan upaya
kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode
neonatal yaitu 6 - 48 jam setelah lahir, dengan cara mendeteksi sedini
mungkin permasalahan yang mungkin dihadapi bayi baru lahir, sekaligus
memastikan pelayanan kesehatan esensial yang seharusnya didapatkan oleh
bayi yang telah lahir sesuai standar, yang diantaranya terdiri dari pemberian
Vitamin K1 injeksi dan Hepatitis B 0 (nol) jika belum diberikan, ASI eksklusif
dan konseling perawatan bayi baru lahir serta penanganan dan rujukan untuk
kasus neonatal dengan komplikasi. Kunjungan ini dilakukan dengan
pendekatan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda).

Perhitungan cakupan ini dilakukan dengan cara membandingkan bayi

baru lahir yang mendapatkan kunjungan neonatal pertama dengan jumlah
seluruh bayi baru lahir di wilyahnya yang kemudian dikonversi dalam bentuk
persentase. Perawatan antenatal dan pertolongan persalinan sesuai standar,
harus disertai dengan perawatan neonatal yang adekuat dan upaya-upaya
untuk menurunkan kematian bayi akibat bayi berat lahir rendah, infeksi pasca
lahir (seperti tetanus neonatorum, sepsis), hipotermia dan asfiksia.
Sebagian besar kematian neonatal yang terjadi pasca lahir disebabkan oleh
penyakit — penyakit yang dapat dicegah dan diobati dengan biaya yang tidak
mahal, mudah dilakukan, bisa dikerjakan dan efektif. Intervensi imunisasi
Tetanus Toxoid pada ibu hamil menurunkan kematian neonatal hingga 33-
58% (The Lancet Neonatal Survival 2005).

Di negara berkembang, sekitar 3% bayi mengalami asfiksia lahir tingkat
sedang dan berat. Bayi asfiksia yang mampu bertahan hidup namun
mengalami kerusakan otak, jumlahnya cukup banyak. Hal ini disebabkan
karena resusitasi tidak adekuat atau salah prosedur. Resusitasi yang
dilaksanakan secara adekuat dapat mencegah kematian dan kecacatan pada
bayi karena hipoksia. Intervensi post natal terhadap peningkatan ketrampilan
resusitasi bayi baru lahir dapat menurunkan kematian neonatal hingga 6-42%
(The Lancet Neonatal Survival 2005).

Sekitar 11,5 % bayi lahir dengan berat lahir rendah kurang dari 2500 gram
(Riskesdas 2007). Data dari SKRT 2001 menunjukkan bahwa Bayi Berat Lahir
Rendah (BBLR) merupakan salah satu faktor terpenting kematian neonatal.
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Penyumbang utama kematian BBLR adalah prematuritas, infeksi, asfiksia
lahir, hipotermia dan pemberian ASI yang kurang adekuat. Beberapa
penelitian telah membuktikan bahwa kematian karena hipotermia pada bayi
berat lahir rendah (BBLR) dan bayi prematur jumlahnya cukup bermakna.

Perilaku/kebiasaan yang merugikan seperti memandikan bayi segera
setelah lahir atau tidak segera menyelimuti bayi setelah lahir, dapat
meningkatkan risiko hipotermia pada bayi baru lahir. Intervensi untuk menjaga
bayi baru lahir tetap hangat dapat menurunkan kematian neonatal sebanyak
18-42%.

Air susu ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi bayi hingga berusia 6
bulan.Walaupun proporsi bayi yang pernah mendapat ASI cukup tinggi yaitu
95,7% (SDKI 2007), namun proporsi ASI eksklusif pada bayi 0 - 6 bulan masih
rendah yaitu 32,4% (SDKI 2007), demikian juga dengan proporsi bayi
mendapat ASI sekitar 1 jam setelah lahir yaitu 43,9% (SDKI 2007). Tidak
memberikan kolostrum merupakan salah satu kebiasaan merugikan yang
sering ditemukan. Pemberian ASI dapat menurunkan kematian neonatal
hingga 55-87% (The Lancet Neonatal Survival 2005).

Salah satu penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian bayi
baru lahir adalah Pneumonia, suatu infeksi yang dapat terjadi saat lahir atau
setelah lahir. Faktor risiko terpenting terjadinya Pneumonia adalah perawatan
yang tidak bersih, hipotermia dan pemberian ASI yang kurang adekuat.
Pneumonia pada bayi baru lahir gejalanya tidak jelas dan seringkali tidak
diketahui sampai keadaannya sudah sangat terlambat.

Penurunan Angka Kematian Neonatal memerlukan upaya bersama
tenaga kesehatan dengan melibatkan dukun bayi, keluarga dan masyarakat
dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi ibu dan bayi
baru lahir. Untuk mengukur keberhasilan penerapan intervensi yang efektif
dan efisien, dapat dimonitor melalui indikator cakupan pelayanan yang
mencerminkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
Penurunan angka kematian neonatal dapat dicapai dengan memberikan
pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan sejak bayi
dalam kandungan, saat lahir hingga masa neonatal.

Analisa Capaian Kinerja

Capaian indikator Kunjungan Neonatal Provinsi Lampung Tahun 2021
95,89%, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 94%. Pencapaiannya per
kabupaten/kota sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawabh ini.
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Grafik 3.4 Cakupan KN1 per Kabupaten/Kota
se-Provinsi Lampung Tahun 2021

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL (KN1)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

Target 94.00
Provinsi 95.89
Kota Metro 95.56
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Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2021

Walapun secara umum hampir seluruh kabupaten/kota sudah mencapai
target yang diharapkan namun ada kabupaten yang capaiannya masih jauh di
bawah provinsi yaitu Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini dapat disebabkan
antara lain kondisi geografis yang luas dengan jumlah penduduk yang sangat
besar, infrastruktur yang masih kurang, adanya missed record/pencatatan
pelaporan, distribusi faskes, serta jumlah nakes yang terbatas dan
distibusinya yang tidak merata sehingga menghambat akses masyarakat ke
fasilitas kesehatan. Kondisi pandemi covid -19 sangat berdampak pada
keterbatasan akses masyarakat ke faskes tersebut.

Di beberapa kabupaten cakupan program lebih dari 100 % vyaitu
Kabupaten Pringsewu dan Kota Bandar Lampung, kondisi ini dapat
disebabkan oleh adanya perbedaan sasaran jumlah penduduk atau system
pencataan dan pelaporan yang belum optimal sehingga terjadi duplikasi
pencatatan terutama di wilayah perkotaan atau wilayah lintas kabupaten/kota.
Kesulitan dalam menentukan sasaran penduduk menjadi salah satu kendala
karena ada beberapa versi jumlah penduduk yaitu menurut BPS, Pusdatin dan
Pemerintah Daerah. Walaupun jumlah penduduk menurut BPS dan Pusdatin
tidak syarat dengan kepentingan tertentu namun kelemahannya jumlah
penduduk hanya bisa ditentukan sampai level kabupaten sedangkan sampai
level kecamatan dan desa harus dihitung kembali. Ini menjadi salah satu
masalah tersendiri bagi pengelola program Puskesmas karena terkadang
sasaran mereka terlampau tinggi atau terlampau rendah.

Capaian indikator KN1 dari tahun 2018 ke 2019 naik, akan tetapi pada
tahun 2020 dan 2021 ini mengalami sedikit penurunan meskipun masih
mencapai target yang ditetapkan, hal tersebut merupakan dampak dari
pandemi global Covid-19 yang dalam 2 tahun terakhir ini dialami diseluruh
negara termasuk Indonesia, dimana akses masyarakat ke faskes menjadi
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dibatasi dan terbatas, adapun trend cakupan dalam 5 tahun terakhir dapat
dilihat pada grafik dibawah ini:
Grafik 3.5 Trend Cakupan KN21 Provinsi Lampung Tahun 2017 — 2021

TREND CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL (KN1)
TAHUN 2017 - 2021

95.89

94.00

2017 2018 2019 2020 2021
=0—KN1 -—#-TARGET

Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2021

Analisa Keberhasilan

Adanya dukungan desentralisasi maka alokasi anggaran Negara sudah

menyebar di seluruh kabupaten sangat membantu perbaikan infrastruktur

termasuk fasilitas kesehatan, semakin memudahkan akses masyarakat
menuju fasilitas kesehatan.

Hal-hal yang mendukung upaya pencapaian cakupan KN1 vyaitu :

1. Ketersediaan Buku KIA mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat
tentang pentingnya pelayanan kesehatan bagi baru baru lahir yang
mendorong mereka untuk memeriksakan bayinya ke fasilitas kesehatan.

2. Perbaikan infrastruktur terutama di daerah dengan akses sulit
memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas pelayanan
kesehatan.

3. Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan serta
distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota.

4. Peningkatan pemanfaatan kohort bayi dan Balita mendukung perbaikan
system pencatatan dan pelaporan pelayanan pada bayi dan Balita.

5. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam pelayanan
kesehatan mendorong peningkatan kualitas pelayanan sehingga
masyarakat merasa puas dengan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Analisa Kegagalan

Hal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain:

1. Pandemi Covid- 19 yang terjadi sejak tahun 2020 sangat berdampak pada
kekhawatiran masyarakat dan pembatasan aktifitas untuk datang ke
Faskes setelah melahirkan guna mendapatkan pelayanan bagi bayinya
yang baru lahir, kemudian perberlakukan sistem PSBB pada daerah zona
merah dibeberapa Kabupaten/kota, sehingga sangat berdampak pada
penurunan cakupan pelayanan.
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2. Menurunnya alokasi pembiayaan kesehatan bagi masyarakat khususnya
masyarakat yang tidak mampu seperti biaya Jampersal, APBD
Kabupaten/Kota dan BOK di Puskesmas, yang biasanya dapat digunakan
oleh petugas kesehatan untuk kunjungan rumah kepada bayi yang tidak
datang ke faskes direfocusing dan pengalihan pendanaan untuk
penanganan Covid-19 menyebabkan tidak tercapainya indikator output.

3. Berkurangnya kegiatan sosialisasi ke masyarakat luas tentang pedoman /
standar pelayanan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir selama social
distancing dan berlanjut dengan pemberlakuan sistem adaptasi kehidupan
baru di masyarakat.

4. Pemanfaatan buku KIA yang masih belum optimal menyebabkan
pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan pada
bayi dan Balita

5. Rendahnya upaya nakes dalam melaksanakan kunjungan rumah kepada
bayi yang tidak melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan

6. Sistem pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan kohort manual
belum dimanfaatkan dengan baik, sedangkan pelaporan secara online
belum terlaksana.

7. Keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa wilayah menyebabkan
rendahnya kualitas pelayanan kesehatan neonatal.

Alternatif solusi

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi kebijakan, peraturan dan pedoman kesehatan,
yaitu Pedoman Pelayanan bagi Ibu hamil, Nifas dan bayi baru lahir selama
masa pandemi covid 19/ social distancing.

2. Meningkatkan dukungan pemda dalam membuat peraturan dan kebijakan
yang mendukung pelayanan kesehatan seperti SOP pelayanan kesehatan
di era adaptasi kehidupan baru.

3. Memfasilitasi pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung
pelayanan kesehatan dengan menggunakan anggaran yang bersumber
dana dekonsentrasi, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

4. Sinkronisasi kegiatan antara provinsi dan kabupaten dalam pemanfaatan
dana BOK sehingga kegiatan yang disusun fokus pada peningkatan
indikator program/Resntra.

5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor di semua jenjang untuk mengatasi
berbagai penyebab masalah yang memerlukan dukungan lintas sektor.

6. Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat baik melalui tenaga kesehatan
maupun kader untuk menggiatkan kembali pelayanan kesehatan bagi ibu
hamil dan bayi baru lahir dengan menerapkan protokol kesehatan secara
ketat.

b) Persentase Pelayanan ibu hamil / antenatal care (K4)

Indikator ini memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu
hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke
tenaga kesehatan minimal 4 kali, sesuai dengan ketetapan waktu kunjungan.
Disamping itu, indikator ini menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di
suatu wilayah, Melalui kegiatan ini diharapkan ibu hamil dapat dideteksi
secara dini adanya masalah atau gangguan atau kelainan dalam
kehamilannya dan dilakukan penanganan secara cepat dan tepat.

Pada saat ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan, tenaga
kesehatan memberikan pelayanan antenatal secara lengkap (10 T) yang
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terdiri dari: timbang badan dan ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, nilai
status gizi (ukur LiLA), ukur tinggi fundus uteri, tentukan presentasi janin dan
denyut jantung janin, skrining status imunisasi TT dan bila perlu pemberian
imunisasi Td, pemberian tablet besi (90 tablet selama kehamilan), test lab
sederhana (Golongan Darah, Hb, Glukoprotein Urin) dan skrining terhadap
Hepatitis B, Sifilis, HIV, Malaria, TBC, tata laksana kasus, dan temu wicara/
konseling termasuk P4K serta KB PP.

Melalui konseling yang aktif dan efektif, diharapkan ibu hamil dapat
melakukan perencanaan kehamilan dan persalinannya dengan baik serta
memantapkan keputusan ibu hamil dan keluarganya untuk melahirkan
ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Capaian kunjungan
antenatal (K4) tahun 2021 digambarkan dalam grafik berikut :

Grafik 3.6 Cakupan K4 per Kabupaten/Kota
se-Provinsi Lampung Tahun 2021

CAPAIAN INDIKATOR ANTENATAL (K4)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

Target 94.00
Provinsi 92.19
Kota Metro 95.42
Kota Bandar Lampung 96.91
Pesisir Barat 93.27

Tulangbawang Barat 96.21
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Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2021

Grafik di atas memperlihatkan secara keseluruhan Propinsi tidak
mencapai target yang telah ditetapkan, dimana capaian provinsi hanya
92,19%, sedangkan target yang harus dicapai adalah 94 %. Dapat dilihat
bahwa hanya 5 kabupaten/kota yang cakupan kunjungan antenatal yang
mencapai target yaitu Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Tulang Bawang
Barat, Lampung Selatan, dan Tanggamus. Sedangkan kabupaten yang
capaiannya sangat rendah adalah Lampung Tengah dan Lampung Utara.

Sedangkan data trend tahunan juga menunjukkan adanya penurunan
cakupan yang cukup tajam pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya,
dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan (92,19%) meskipun belum
mencapai target (94%), sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
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Grafik 3.7 Trend Cakupan K4 Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

TREND CAKUPAN K4 DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2017 - 2021

2017 2018 2019 2020 2021
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Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2021

Analisis keberhasilan

Hanya beberapa kabupaten/kota saja yang capaiannya dalam pelayanan
antenatal K4 nya mencapai target. Beberapa hal yang menyebabkan tingginya
capaian tersebut adalah :

1.

2.

Peningkatan pemahaman masyarakat dan nakes tentang pentingnya
melaksanakan pemeriksaan antenatal secara teratur

Peningkatan kapasitas nakes melalui daring maupun luring mendorong
peningkatan kualitas pelayanan baik

Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki pembiayaan kesehatan
meningkatkan akses mereka ke fasilitas kesehatan.

Ketersediaan Buku KIA di tingkat pelayanan kesehatan dasar.
Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan rujukan bagi Ibu dan anak

Adanya kelompok Kelas Ibu hamil di masyarakat dalam upaya
meningkatkan pengetahuan Ibu dan Kkeluarga tentang pelayanan
kesehatan ibu hamil.

. Tersedianya paket pengadaan kelas ibu baik dari pusat, daerah dan

provinsi, dukungan peralatan untuk pemeriksaan ANC bagi puskesmas dari
Kemenkes dan dana DAK.

Analisis Kegagalan

1.

Adanya pandemi Covid 19 menyebabkan akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan dibatasi kecuali dalam kondisi darurat, hal tersebut
otomatis berdampak pada penurunan cakupan pelayanan, meskipun
pemerintah telah menyampaikan agar ibu hamil dapat tetap melakukan
ANC pada Trimester 3 dengan mengadakan janji temu lebih dahulu ke
nakes/faskes.

. Belum tersosialisasinya ke masyarakat luas tentang pedoman / standar

pelayanan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir selama social distancing dan
berlanjut dengan pemberlakuan sistem adaptasi kehidupan baru di
masyarakat
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3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan di fasilitas
kesehatan

4. Penggunaan kohort manual maupun elektronik sebagai alat pencatatan
masih belum optimal.

5. Rendahnya upaya nakes dalam melaksanakan kunjungan rumah,
berkurangnya dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kunjungan rumah
untuk bumil resti yang tidak melaksanakan ANC karena refocusing
pendanaan dan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Alternatif solusi

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan, peraturan
dan pedoman terbaru kesehatan tentang Pelayanan bagi Ibu hamil, Nifas
dan bayi baru lahir pada masa adaptasi kebiasaan baru (masa pandemi
covid-19) baik di tingkat pelayanan kesehatan tingkat primer maupun
rujukan.

2. Meningkatkan promosi kesehatan ke masyarakat melalui grup WA
(Whatsapp) bagi kelompok ibu hamil / ibu balita tentang ANC dan untuk
memudahkan tenaga kesehatan dalam memantau kesehatan ibu.

3. Peningkatan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan pada ibu hamil yang
memiliki resiko dan tidak dapat datang ke faskes karena alasan tertentu

4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan di
tingkat pelayanan kesehatan dasar, posyandu, dan kelompok kelas ibu
hamil .

5. Mengaktifkan kembali kegiatan Kelas Ibu hamil dengan menerapkan
protokol kesehatan.

c) Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan ( PF)

Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan di
fasilitas pelayanan kesehatan dengan tenaga penolong minimal 2 orang terdiri
dari Dokter dan Bidan, atau 2 orang bidan atau bidan dan perawat, yang
memiliki Surat Tanda Register (STR), baik persalinan normal atau persalinan
dengan komplikasi. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas, bidan
praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, Kklinik bersalin, Balai kesehatan
ibu dan anak dan rumah sakit serta Polindes/Poskeskes yang telah dilengkapi
SDM dan sarana/prasarana sesuai standard. Fasilitas pelayanan kesehatan
tersebut bisa milik pemerintah maupun Swasta.

Standar pertolongan persalinan di faslitas kesehatan meliputi :

1. Pencegahan infeksi

2. Metode pertolongan persalinan yang sesuai standar.

3. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ketingkat pelayanan yang lebih

tinggi.

4. Melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

5. Memberikan Injeksi Vit K 1 dan salep mata pada bayi baru lahir.
Penelitian yang dilakukan oleh WHO menunjukkan adanya korelasi

positif antara persalinan oleh tenaga kesehatan dengan penurunan angka

kematian ibu. Artinya dengan semakin meningkatnya cakupan persalinan oleh

tenaga kesehatan maka angka kematian ibu akan menurun. Yang dimaksud

dengan tenaga kesehatan di sini adalah tenaga yang memiliki latar belakang

pendidikan kebidanan atau kedokteran yang telah terlatin dan memiliki sarana

dan prasarana pertolongan persalinan serta penanganan kegawatdaruratan

maternal dan neonatal. Oleh karena itu indikator yang dianggap lebih spesifik

untuk menggambarkan persalinan oleh nakes adalah persalinan di fasilitas
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kesehatan mengingat di beberapa wilayah nakes masih melakukan
pertolongan persalinan di rumah dengan peralatan yang terbatas sehingga
bila terjadi komplikasi sangat beresiko tidak tertangani dan dapat
menimbulkan kematian.

Adapun capaian cakupan persalinan di Fasilitas kesehatan di Propinsi
Lampung tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.8 Cakupan Persalinan di Faskes (PF)
Kab/Kota se Provinsi LampungTahun 2021

CAPAIAN INDIKATOR PERSALINAN DI FASKES (PF)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021
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Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2021

Dari grafik tersebut menggambarkan bahwa seluruh kabupaten kota telah
mencapai target yang ditetapkan untuk Persalinan di Fasilitas Kesehatan,
kecuali Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan trend cakupan persalinan di
Fasilitas kesehatan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.9 Trend Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan
di Provinsi LampungTahun 2017 — 2021

TREND CAKUPAN PERSALINAN DI FASKES
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 - 2021

Fate N ia ] N 01

2017 2018 2019 2020 2021
=—PF ~#—-TARGET

Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2021
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Analisis keberhasilan :

1. Adanya pelatihan, pembinaan dan monitoring yang berkesinambungan dari
Pusat dan Provinsi, ke tingkat kabupaten/kota ke Puskesmas dan
jaringannya.

2. Meningkatnya jumlah Fasilitas kesehatan baik kesehatan umum ataupun
ibu dan anak, milik pemerintah maupun swasta, dan jumlah tenaga
kesehatan kebidanan (dokter obstetri dan gynekologi) di Kab/Kota.

3. Meningkatnya jumlah nakes yang terlatih dalam pelaksanaan kelas ibu
hamil.

4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan di bidang kesehatan

5. Adanya dukungan pembiayaan dana Jampersal/ BOK.

Analisis Kegagalan :

1. Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan akses masyarakat ke fasilitas
kesehatan terbatas.

2. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata

3. Faskes pemberi pertolongan persalinan banyak yang belum sesuai standar
baik dari segi sarana prasarana maupun kapasitas SDM/tenaga terlatih
kegawat daruratan maternal dan neonatal.

4. Pemanfaatan dana Jampersal di Kabupaten/ Kota belum maksimal

Solusi Alternatif :

1. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang terlatih kegawatdaruratan
maternal dan neonatal dan terorientasi program teknis kesehatan ibu dan
anak baik di tingkat Yankes Primer / Puskesmas maupun di Rumah Sakit

2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk puskesmas PONED dan Rumah
sakit PONEK

3. Meningkatkan dukungan peran serta masyarakat/ dalam perencanaan
pembiayaan persalinan melalui kegiatan Tabulin/ arlin.

4. Perbaikan manajemen sistem pendanaan Jampersal (penetapan sasaran
dan pencairan dana)

d) Persentase Pelayanan Kesehatan Balita
Setiap balita usia 0-59 bulan agar mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar, meliputi pelayanan kesehatan balita sehat maupun balita
sakit. Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan
pertumbuhan dan perkembangan dengan menggunakan Buku KIA, dan
skrining tumbuh kembang dengan kuesioner pra skrining perkembangan dan
formulir DDTK.
Pelayanan Kesehatan Balita sehat tersebut terdiri dari :
Penimbangan minimal 8 kali setahun
Pengukuran TB/PB minimal 2 x setahun
Pemantauan perkembangan 2 x setahun
Pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali (februari dan agustus)
Imunisasi dasar lengkap (< 1 tahun) dan imunisasi lanjutan (12-23 bulan)
Pemberian edukasi dan informasi
Sedangkan untuk pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan
balita dengan menggunakan pendekatan MTBS (manajemen terpadu Balita
Sakit).Hasil pemantauannya dituliskan dalam Buku KIA. Jika terdapat
permasalahan gangguan pertumbuhan datau perkembangan maka balita
harus dirujuk ke Puskesmas atau Rumah Sakit untuk mendapatkan
penanganan lebih lanjut. Dengan menggunakan Buku KIA ibu dan pengasuh
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balita dapat memantau secara mandiri perkembangan balitanya selama di
rumah, dan membantu melatih kemampuan motorik sehingga balita dapat
tumbuh dengan optimal.
Capaian cakupan Kunjungan balita di Puskesmas di Provinsi Lampung
tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
Grafik 3.10 Capaian Cakupan Kunjungan Balita
Per Kab/Kota se Provinsi LampungTahun 2021

CAKUPAN KUNJUNGAN BALITA/DDTK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021
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Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2021

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa kabupaten dengan
cakupan tertinggi dalah Kabupaten Way Kanan, Metro, Pesisir Barat,
Tanggamus. Sedangkan grafik dengan cakupan terendah adalah Bandar
Lampung, Pringsewu, Lampung Barat, Pringsewu dan Lampung Tengah.
Beberapa kabupaten/kota yang cakupan rendah tersebut karena kegiatan
posyandu tidak dilaksanakan sebab kabupaten/Kota tersebut termasuk dalam
zonna merah Covid-19. Secara keseluruhan Provinsi Lampung hanya 64,89%,
dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 66%. Sedangkan trend
capaian cakupan kunjungan Balita tahun 2017 — 2021 dapat dilihat pada grafik
berikut :
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Grafik 3.11 Trend Cakupan Kunjungan Balita
di Provinsi LampungTahun 2017-2021

TREND CAKUPAN YANKES BALITA/DDTK
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 - 2021

- — e —— S
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Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2021

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa dalam 2 tahun terakhir ini cakupan
Yankes Anak Balita mengalami penurunan, dikarenakan dampak global
pandemi covid-19 menyebabkan pelaksanaan kegiatan posyandu anak balita
secara keseluruhan di kabupaten kota terhenti dan pada bulan september
2021 diaktifkan kembali walaupun masih dibatasi hanya untuk kabupaten/kota
dengan zona orange dan kuning yang boleh melaksanakan posyandu dengan
penerapan protokol kesehatan, meskipun partisipasi masyarakat untuk ke
posyandu masih kurang.

Analisis keberhasilan :

1. Tersedianya buku KIA di Kab/Kota dalam jumlah yang cukup baik dropping
dari Pusat maupun dari Provinsi, dimana melalui Buku KIA tersebut
meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemantauan
kesehatan dan tumbuh kembang balita secara mandiri.

2. Dukungan ketersediaan dana BOK untuk kegiatan dan fasilitasi
pelaksanaan DDTK di Posyandu dan PAUD.

Analisis Kegagalan :

1. Pelaksanaan Posyandu selama pandemi Covid-19 dihentikan dan hanya
beberapa daerah dengan zona kuning yang boleh melakukan kegiatan
posyandu lagi sejak bulan September 2021 dengan menerapkan protokol
kesehatan.

2. Anak Balita dan keluarganya tidak bersemangat untuk datang ke fasilitas
kesehatan setelah melewati masa bayi dimana status iminusasi mereka
sudah lengkap, karena umumnya balita datang ke posyandu untuk
mendapatkan pelayanan imunisasi saja .

3. Pelayan yang ditawarkan kurang menarik karena hanya penimbangan dan
konseling atau pemberian Vit A.

4. Nakes tidak aktif dalam melaksanakan kunjungan rumah

5. Masih sedikitnya tenaga kesehatan yang terlatih melaksanakan penilaian
SDIDTK dan mobilisasi tenaga terlatih

6. Belum banyak terbentuknya kelompok kelas ibu balita di wilayah
Puskesmas
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7. Terbatasnya lembar Balik Balita, SDIDTK kit, Form KPSP dan
MTBS/MTBM di Puskesmas

Alternatif Solusi :

1. Peningkatan upaya promotif dalam pemanfaatan buku KIA oleh ibu balita/
keluarga.

2. Peningkatan peran serta masyarakat melalui kelas ibu balita secara
daring/online

3. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kelas ibu balita dan
pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita.

4. Dukungan Pemda untuk refreshing tenaga kesehatan tentang DDTK

e) Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar.

Setiap anak pada usia pendidikan dasar diharapkan mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standard, dari usia 7 s.d 15 tahun. Penjaringan
kesehatan untuk anak usia sekolah / peserta didik kelas 1 di tingkat SD/MI
dan sederajat, serta peserta didik SMP/SLTA/sederajat adalah pemeriksaan
kesehatan sesuai dengan standar minimal 1 kali dalam setahun serta tindak
lanjut hasil skrining tersebut, yang dilaksanakan pada peserta didik kelas 1
baik di tingkat SD/MI maupun SMP/sederajat, milik pemerintah dan swasta,
dan diluar satuan pendidikan dasar seperti pondok pesantren, panti/ LKSA,
Lapas dan lainnya.

Standar Penjaringan / skrining kesehatan peserta didik meliputi :
Pemeriksaan Keadaan Umum dan tanda vital
Pengukuran Tekanan darah dan denyut nadi
Penilaian status gizi
Pemeriksaan gigi dan mulut
Pemeriksaan ketajaman indera (penglihatan dan pendengaran )
Penilai kesehatan reproduksi
Pengukuran kesegaran jasmani
Deteksi dini penyimpangan mental emosional

Adapun tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi :
Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan
Melakukan rujukan jika diperlukan
. Memberikan penyuluhan kesehatan.

Capaian kegiatan penjaringan bagi peserta didik SD kelas 1 di
Kabupaten/Kota tahun 2021 digambarkan dalam grafik di bawah ini:

NN E

wN e
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Grafik 3.12 Capaian Cakupan Penjaringan Anak Kelas | SD
per kab/Kota se Provinsi LampungTahun 2021

PENJARINGAN ANAK USIA SEKOLAH DASAR
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021
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Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2021

Dari grafik di atas terlihat bahwa target provinsi untuk kegiatan ini tidak
tercapai/ sangat rendah, dan hanya 3 kabupaten yang mencapai target yaitu
Tulang Bawang Barat, Way Kanan dan Lampung Timur yang mencapai target
dalam pelaksanaan penjaringan pada anak kelas 1 SD. Kondisi zona merah
dan orange pada masa pandemi Covid 19 ini menyebabkan sebagian besar
kabupaten / kota tidak melaksanakan kegiatan penjaringan pada peserta didik
baru, dikarenakan kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring, dan
pada awal september 2021 baru dibuka Pembelajaran Tatap Muka Terbatas,
sehingga kegiatan penjaringan kesehatan peserta didik tidak bisa
dilaksanakan oleh puskesmas dan tidak mencapai target yang ditentukan.

Sedangkan trend cakupan tahunanan untuk kegiatan penjaringan siswa
didik kelas 1 SD dari tahun 2020 s.d 2021 mengalami penurunan yang sangat
drastis dan dapat dilihat pada grafik berikut ini:
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Grafik 3.13 Trend Cakupan Penjaringan Anak Sekolah SD
Provinsi LampungTahun 2017-2021

TREND PENJARINGAN ANAK USIA SEKOLAH
DASAR
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 - 2021
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Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2021

Grafik dibawah ini menunjukkan gambaran tentang pencapaian kegiatan

penjaringan anak usia SMP di kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. Sama
halnya dengan kegiatan penjaringan siswa didik tingkat SD, kebijakan Pemda
terkait masa pandemi mengakibatkan aktifitas pembelajaran tatap muka sejak
awal tahun dihentikan dan dilaksanakan secara daring.
Penjaringan kesehatan untuk tingkat SMP juga tidak dapat dilaksanakan pada
saat pembelajaran dilaksanakan secara murni daring, meskipun telah
disiapkan gogle form untuk penjaringan secara online, akan tetapi
pelaksanaannya banyak kendala. Pada bulan September 2021 pembelajaran
mulai dibuka kembali secara tatap muka terbatas, dimana jumlah kehadiran
siswa dibatasi, siswa hadir secara bergantian / sistem piket 2 - 3 kali dalam
seminggu, dan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Sama halnya dengan pendidikan dasar, untuk pendidikan menengah
pembelajaran tatap muka terbatas juga baru dilaksanakan pada daerah
dengan zonna kuning, pada bulan september 2021 sistem pelaksanakan
secara blended, kombinasi antara daring dan luring, hal tersebut
mengakibatkan kegiatan penjaringan yang dilaksanakan oleh nakes tidak bisa
mengcover seluruh peserta yang hadir di sekolah sedangkan petugas
kesehatan tidak bisa hadir berkali-kali ke 1 puskesmas yang sama.
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Grafik 3.14 Capaian Cakupan Penjaringan Anak Usia Sekolah SMP
Per-Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021

TREND PENJARINGAN ANAK USIA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2017 - 2021
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Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa ada beberapa kabupaten yang dapat
melaksanakan kegiatan penjaringan pada siswa SMP, sedangkan beberapa
Kabupaten lain sama sekali tidak melaksanakan kegiatan penjaringan karena
kegiatan pembelajaran tatap muka ditiadakan. Grafik trend untuk capaian
penjaringan anak Usia SMP tahunan 2017 s.d 2021 dapat dilihat pada grafik
dibawabh ini :

Grafik 3.15 Trend Cakupan Penjaringan Anak Usia Sekolah SMP
Provinsi LampungTahun 2017-2021

TREND PENJARINGAN ANAK USIA SEKOLAH
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Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2021

Analisis keberhasilan :

1. Dukungan angaran dari dana BOK puskesmas untuk melaksanakan
kegiatan tersebut.

2. Semakin banyaknya nakes dilatih baik secara daring maupun luring dalam
melaksanakan penjaringan kesehatan .
3. Adanya pangadaan UKS Kit dan Buku Raport Kesehatanku pada peserta

31 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG




didik dari Kementerian Kesehatan yang diberikan kepada beberapa
Puskesmas.

4. Adanya dukungan dan kerjasama lintas sektor terkait ( Diknas, Biro binsos,
Kemenag ) dalam bentuk pembinaan terpadu

Analisis Kegagalan :

1. Adanya Pandemi Covid 19 menyebabkan kegiatan Pendidikan ditutup dan
pembelajaran tatap muka ditiadakan, sehingga penjaringan bagi peserta
didik baru yang biasanya dilaksanakan pada bulan juli — agustus tidak
dapat dilaksanakan.

2. Untuk beberapa daerah dengan zona merah dan orange diberlakukan
sistem pembelajaran secara daring / online, hal ini menyebabkan kegiatan
penjaringan tidak dapat dilaksanakan.

3. Kunjungan rumah sulit dilaksanakan karena keterbatasan anggaran
operasional untuk revisi Covid 19

4. Kurangnya dukungan lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan
penjaringan di beberapa sekolah terutama sekolah swasta

5. Tidak adanya biaya transport petugas kesehatan menuju sekolah dan
biaya operasional karena tidak dialokasikan di dana BOK.

6. Kondisi geografis di wilayah-wilayah tertentu yang sulit untuk menuju
sekolah serta letak sekolah yang jauh dari faskes

Alternatif Solusi :

1. Perlu dukungan Pemda dan lintas sektor terkait dalam penyiapan sarana
untuk pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka dengan
menerapkan protokol kesehatan di fasilitas pendidikan seluruh
Kabupaten/Kota.

2. Orientasi tentang pelaksanaan penjaringan kesehatan dengan
menggunakan google form dalam upayan meningkatkan pelayanan
kesehatan dan cakupan program pada peserta didik baru.

3. Kegiatan yang masuk di dalam SPM seharusnya masuk dalam pelayanan
kesehatan esensial di Puskesmas termasuk kegiatan penjaringan anak
usia sekolah sehingga mendapatkan dukungan pendanaan di puskesmas.

4. Perlu penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan
kegiatan penjaringan anak usia sekolah seperti UKS Kit, transport, bahan
reagent, dll.

f) Persentase Pelayanan Kesehatan Reproduksi (KB Aktif)

Pelayanan Kontrasepsi merupakan tindakan pencegahan kehamilan
dengan menggunakan alat/obat kontrasepsi yang digunakan oleh pasangan
usia subur baik lelaki maupun perempuan. Tujuannya adalah untuk
menjarangkan kehamilan, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, dan
mencegah meningkatnya kasus kematian ibu akibat kehamilan dan persalinan,
karena setiap kehamilan hendaknya dipersiapkan dan direncanakan dengan
tepat. Adapun jenis alat kontrasepsi yang digunakan bisa yang bersifat
kontrasepsi jangka panjang maupun jangka pendek.

Capaian cakupan Puskesmas di Kabupaten/Kota yang memberikan
pelayanan KB Aktif di Provinsi Lampung tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di
bawah ini :

32 | LAPORAN KINERJA DINKES PROVINSI LAMPUNG



Grafik 3.16 Capaian Cakupan KB Aktif Per Kab/Kota
se Provinsi LampungTahun 2021
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PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021
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Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan
capaian provinsi untuk KB Aktif tidak mencapai target yang ditetapkan 73%,
sedangkan capaian Provinsi hanya 67,15%, kabupaten dengan cakupan
tertinggi adalah Kabupaten Tubabar, Mesuji, dan Lampung Utara. Sedangkan
masih ada beberapa kabupaten yang capainnya sangat rendah dari target
yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Tulang Bawang.

Sedangkan trend capaian cakupan pelayanan KB Aktif tahun 2021 ini jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan, secara
keseluruhan trend tahun 2017 — 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :
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Grafik 3.17 Trend Cakupan KB Aktif
di Provinsi LampungTahun 2017-2021

TREND CAKUPAN KB AKTIF DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2017 - 2021
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Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2021

Analisis keberhasilan :

1. Tersedianya buku program, ABPK dan buku KIA dalam jumlah yang cukup
untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perencanaan
kehamilan melalui KB pasca salin.

2. Meningkatnya jumlah nakes yang telah dilatih pelayanan Kontrasepsi dan
Midwifery Update baik oleh Dinkes Provinsi maupun organisasi profesi

3. Dukungan alokon dari BKKBN.

4. Adanya dukungan dana Dekonsentrasi berupa pelatihan pelayanan
kontrasepsi bagi petugas kesehatan di Fasyankes Primer bagi dokter dan
bidan Puskesmas.

5. Adanya kelompok ibu hamil yang mengedukasi pada masyarakat tentang
Kontrasepsi

Analisis Kegagalan :

1. Konseling tentang KB baik bagi PUS maupun ibu yang pasca bersalin
ditingkatkan, sehingga PUS dan bulin termotivasi dan dapat memutuskan
untuk ber-KB.

2. Pemanfaatan kohort KB sebagai alat monitoring belum efektif, belum
terlaksananya pencatatan dan pelaporan secara online.

3. Akses pelayanan masyarakat selama Pandemi Covid dibatasi

4. Keterbatasan alokon, ABPK untuk konseling KB dan pembiayaan
kontrasepsi.

5. Belum tersosialisasinya aplikasi layak hamil bagi PUS dan Calon
Pengantin.
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Alternatif Solusi :

1. Peningkatan upaya promosi kesehatan tentang KB bagi PUS dan KB
pasca salin bagi ibu Nifas

2. Peningkatan kerjasama lintas sektor (BKKBN) dan petugas PLKB di
Puskesmas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KB

3. Pelatihan tentang manajemen KB dan pelayanan KB bagi petugas
kesehatan

4. Penyediaan ABPK (alat bantu pengambil keputusan) untuk konseling KB
kepada masyarakat.

g) Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia
Setiap warga negara yang berusia 60 tahun keatas diharapkan
mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar dalam bentuk
edukasi dan skrining bagi usia lanjut . Pelayanannya berupa skrining faktor
resiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dan edukasi perilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS). Pelayanan tersebut dapat diberikan di Fasilitas
Kesehatan atau UKBM atau melalui kunjungan rumah. Sejak tahun 2020
pelayanan kesehatan lanjut usia menjadi indikator tersendiri dalam RPJM
tahun 2020-2024 dan ditetapkan menjadi salah satu indikator Standar
Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota.
Pelayanan skrining faktor resiko bagi lanjut usia dilakukan minimal 1 kali
dalam setahun untuk penyakit menular dan tidak menular yang meliputi :
1. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut,
Pengukuran tekanan darah
Pemeriksaan gangguan mental
Pemeriksaan gangguan kognitif
Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
Anamnesa perilaku beresiko.

Jika ditemukan hasil pemeriksaan yang mmebutuhkan tindak lanjut maka
akan dilakukan tindakan rujukan serta memberikan penyuluhan kesehatan.
Capaian cakupan Puskesmas di Kabupaten/Kota yang memberikan pelayanan
kesehatan lansia usia > 60 tahun di Provinsi Lampung tahun 2021 dapat dilihat
pada grafik di bawah ini

oarwWN
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Grafik 3.18 Capaian Pelayanan Kesehatan Lansia
Per Kab/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2021
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Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2021

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian pelayanan kesehatan
lansia disebagian Kab/Kota sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 66%,
Kabupaten/Kota dengan capaian tertinggi antara lain : mesuiji, pesawaran dan
Kota Bandar Lampung, sedangkan yang capaian terendah adalah Kabupaten
Pringsewu, Way Kanan dan Tulang Bawang. Jika dibandingkan dengan
capaian tahun lalu, diketahui bahwa capaian pelayanan kesehatan usila di
Provinsi Lampung mengalami penurunan, meskipun capaian tahun 2021 ini
sedikit diatas target yang telah ditetapkan, sebagaimana tergambarkan pada
grafik dibawah ini.

Grafik 3.19 Trend Capaian Pelayanan Kesehatan Lansia
Provinsi LampungTahun 2020 - 2021

TREND YANKES USILA DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020 - 2021
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Sumber : Laporan KIA Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2021

Analisis keberhasilan :
1. Tersedianya buku pedoman program dan Buku kesehatan bagi lansia,
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meskipun jumlahnya belum memenuhi seluruh sasaran yang ada di
puskesmas.

. Meningkatnya jumlah nakes yang tersosialisasi dan terlatih pelayanan
Kesehatan Lansia baik oleh Dinkes Provinsi maupun Kemenkes RI

. Dukungan peralatan Lansia Kit dari Kemenkes.

. Dukungan Dana BOK Puskesmas untuk penjaringan kesehatan lansia
yang beresiko melalui kegiatan kunjungan rumah.

. Peran serta masyarakat (kader kesehatan) melalui kegiatan Posyandu
Lansia atau terintegrasi lintas program dengan pelayanan Posbindu.

. Kegiatan inovasi di daerah dengan sistem petugas kesehatan jemput bola
dalam memberikan yankes pada lansia menggunakan Puskesmas keliling

Analisis Kegagalan :

1.

2.

3.

Pencatatan dan pelaporan secara manual belum secara elektonik
sehingga sering terjadi kesalahan dalam pelaporan.

Akses pelayanan masyarakat selama Pandemi Covid-19 dibatasi,
sehingga pelayanan posyandu Lansia terhenti selama pandemi.

Jumlah Buku Lansia belum mencakup semua sasaran Lansia dan
peralatan lansia kit jumlahnya masih terbatas 1 set per puskesmas belum
sejumlah posyandu lansia yang ada di Kabupaten/Kota.

Alternatif Solusi :

1.
2.

Penertiban sistem pencatatan pelaporan secara elektronik dan terintegrasi.
Menggalakan kembali pelaksanaan posyandu Lansia dan kegiatan inovatif
lainnya bekerjasama dengan lintas program ( Promosi Kesehatan dan
Pemberantasan penyakit tidak menular)

. Advokasi untuk dukungan dari Pemda Kabupaten/Kota dalam pemenuhan
sarana pelayanan di Posyandu Lansia dan memaksimalkan pemanfaatan
dana BOK di Puskesmas.

3. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
a) Kabupaten/kota melaksanakan kesehatan kerja

d

1.

hw

Indikator kabupaten/kota melaksanakan kesehatan kerja menurut

efinisi operasional adalah:
Minimal 60% puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan kesehatan
kerja
. Tersedianya surat keputusan (SK) atau surat edaran (SE) yang
mendukung pelaksanaan upaya kesehatan di tempat kerja
Pembinaan kesehatan kerja sektor formal
Pembinaan K3 fasyankes
Tersedianya jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja

Capaian indikator ini dinyatakan dalam level 1, level 2 dan level 3 dengan

masing-masing kriterianya yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3 Definisi Operasional dan Leveling
Kabupaten/Kota Melaksanakan Kesehatan Kerja Tahun 2020-2024

NO SUB INDIKATOR LEVEL | LEVEL | LEVEL

1 2

1 | 60% puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan N N
kesehatan kerja
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2 | Adanya kebijakan SK/SE tentang | a. Ada/Tersedia N N N
pelaksanaan kesehatan kerja b. Implementasi - \ \

3 | Pembinaan kesehatan kerja | a. Pendataan N N N
sektor formal b. Pembinaan - N v

4 | Pembinaan k3 fasyankes a. Pendataan N N N
b. Pembinaan - v \

5 | Tersedianya jabfung PKK - - N

Analisa Capaian Kinerja
Trend capaian indikator kabupaten/kota melaksanakan kesehatan kerja
di Provinsi Lampung dari tahun 2020 ketahun 2021 mengalami kenaikan dan
inline dengan target Renstra Kemenkes RI tahun 2020-2024 sebagaimana
terlihat pada grafik berikut :
Grafik 3.20 Trend Capaian Kabupaten/Kota Melaksanakan Kesehatan
Kerja di Provinsi Lampung Tahun 2020-2021
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Sumber Data : SITKO Provinsi Lampung tahun 2021

Distribusi capaian indikator kabupaten/kota melaksanakan Kesehatan
kerja di Provinsi Lampung per kabupaten/kota pada tahun 2021 dapat dilihat
pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.21 Distribusi Capaian Kab/Kota
Melaksanakan Kesehatan Kerja di Provinsi Lampung Tahun 2021
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Sumber Data : SITKO Provinsi Lampung tahun 2021

Berdasarkan grafik diatas, hanya 6 kabupaten/kota yang belum dapat
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memenuhi kriteria kabupaten melaksanakan kesehatan kerja, yaitu Kab.
Pesisir Barat, Tulang Bawang, Tanggamus, Pesawaran, L. Utara dan B.
Lampung.

Analisa Keberhasilan

Hal-hal yang menyebabkan peningkatan capaian indikator kabupaten/kota
melaksanakan kesehatan kerja yaitu :
1. Alokasi dana dekonsentrasi kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja

dan Olahraga untuk Provinsi Lampung yang mencukupi untuk
mengakomodir seluruh kegiatan kesehatan kerja dan olahraga yang
selaras dengan kegiatan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, karena
Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi prioritas.

2. Adanya alokasi dana BOK UKM Tersier untuk kegiatan Kesehatan Kerja
dan Olahraga di Provinsi Lampung. Alokasi BOK ini baru didapatkan di
tahun 2020. Sehingga dapat mengakomodir kegiatan Kesehatan Kerja &
Olahraga yang belum terlaksana di dana APBN dan APBD

3. Sosialisasi indikator, leveling dan Aplikasi SITKO (aplikasi pencatatan

pelaporan Kesjaor) kepada Kab/Kota dan Puskesmas di setiap

pertemuan Kesjaor yang ada, baik di tingkat
provinsi/Kab/kota/puskesmas

Menyampaikan panduan manual aplikasi SITKO

Monitoring evaluasi capaian indicator melalui grup WA

Pendampingan pengisian aplikasi SITKO

Meningkatnya jumlah tenaga pengelola kesehatan kerja yang sudah

dilatih Kesehatan Kerja baik melalui pelatihan teknis kesehatan kerja

maupun orientasi kesehatan kerja dan olahraga

Noos

Analisa Kegagalan

Hal yang menyebabkan rendahnya capaian indikator kabupaten/kota

melaksanakan kesehatan kerja antara lain:

1. Indikator baru, komposit dan target yang terlalu tinggi

2. Ada variabel indikator yang sulit di capai, yaitu pendataan tempat kerja
dan pembentukan pos UKK

3. Aplikasi pencatatan pelaporan (SITKO) baru dan masih dalam tahap
pengembangan, sehingga mempengaruhi leveling puskesmas

4. Pandemi Covid-19

5. Kegiatan vaksinasi

6. Refocusing dana Dekonsentrasi, APBD dan BOK (baik provinsi maupun
kabupaten/kota)

7. Proses refocusing Dekonsentrasi dan BOK terlalu lama

8. Perubahan menu BOK UKM Primer dan Sekunder yang lebih
diprioritaskan untuk penanggulangan Covid-19

9. Proses pencairan keuangan BOK UKM Tersier yang lama

10. Selalu terjadi pergantian petugas pengelola kesehatan kerja baik di
tingkat Kabupaten/Kota maupun Puskesmas

11. Tingginya tingkat mutasi petugas pengelola kesehatan kerja yang sudah
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1

1

dilatih

2. Kegiatan kesehatan kerja bukan merupakan kegiatan UKM esensial
(hanya kegiatan UKM Pengembangan) sehingga sering belum menjadi
prioritas pendanaan kegiatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota
maupun puskesmas

3. Belum terlaksananya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Lintas
Program dan Lintas Sektor yang mendukung pelaksanaan pelayanan
kesehatan kerja

Alternatif solusi
Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:

1.

Dukungan penuh dana dekosentrasi kegiatan Pembinaan Upaya

Kesehatan Kerja dan Olahraga agar provinsi terus dapat

mensosialisasikan dan melaksanakan pembinaan kesehatan kerja

. Advokasi dan pembentukan tim koordinasi kesehatan kerja yang
melibatkan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait, baik di tingkat
provinsi, kabupaten/kota maupun puskesmas, dilanjutkan dengan
membentuk forum komunikasi Lintas Program dan Lintas Sektor

. Terus mengadakan pelatihan teknis maupun orientasi kepada petugas
pengelola kesehatan kerja.

. Fasilitasi pendanaan kegiatan dan sarana pendukungnya dari
Kabupaten/kota dan Puskesmas.

. Integrasi pelaksanaan kegiatan dengan Lintas Program dan Lintas
Sektor

. Sinkronisasi kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam
pemanfaatan dana BOK sehingga kegiatan yang disusun focus pada
peningkatan indikator program (Renstra dan RKP)

. Pembinaan kesehatan kerja terintegrasi Lintas Program dan Lintas

Sektor

b) Kabupaten/kota melaksanakan kesehatan olahraga

d

1.

Indikator kabupaten/kota melaksanakan kesehatan olahraga menurut
efinisi operasional adalah:
Minimal 60% puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan kesehatan
olahraga
Tersedianya surat keputusan (SK) atau surat edaran (SE) tentang
olahraga atau aktivitas fisik di tingkat kabupaten/kota

3. Pembinaan kebugaran jasmani pekerja di tingkat kabupaten/kota

Capaian indikator ini dinyatakan dalam level 1, level 2 dan level 3 dengan

masing-masing kriterianya yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.4 Definisi Operasional dan Leveling
Kabupaten/Kota Melaksanakan Kesehatan Olahraga Tahun 2020-2024

NO SUB INDIKATOR LEVEL1 | LEVEL?2
1 | 60% puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan N
kesehatan olahraga
2 | Adanya SK/SE tentang pelaksanaan kesehatan olahraga N
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3 | Pembinaan kebugaran  jasmani pekerja  tingkat -
kabupaten/kota

Analisa Capaian Kinerja
Trend capaian indikator kabupaten/kota melaksanakan kesehatan
olahraga di Provinsi Lampung dari tahun 2020 ketahun 2021 mengalami
kenaikan meskipun masih jauh dari target Renstra Kemenkes Rl tahun 2020-
2024 sebagaimana terlihat pada grafik berikut :
Grafik 3.22 Trend Capaian Kabupaten/Kota Melaksanakan Kesehatan
Olahraga di Provinsi Lampung Tahun 2020-2021
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Sumber Data : SITKO Provinsi Lampung tahun 2021

Distribusi capaian indikator kabupaten/kota melaksanakan Kesehatan
Olahraga di Provinsi Lampung per kabupaten/kota pada tahun 2021 dapat
dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.23 Distribusi Capaian Kab/Kota Melaksanakan Kesehatan
Olahraga di Provinsi Lampung Tahun 2021
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Sumber Data : SITKO Provinsi Lampung tahun 2021
Berdasarkan grafik diatas, hanya 6 kabupaten/kota yang dapat memenuhi

kriteria kabupaten melaksanakan kesehatan Olahraga, yaitu Kab. Mesuji, Way
Kanan, Pringsewu, L. Timur, L. Selatan dan Metro yaitu berada pada Level 2
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Kab/Kota melaksanakan Kesehatan Olahraga.

Analisa Keberhasilan

Hal-hal yang menyebabkan peningkatan capaian indikator kabupaten/kota
melaksanakan kesehatan olahraga yaitu :
1. Alokasi dana dekonsentrasi kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja

dan Olahraga untuk Provinsi Lampung yang mencukupi untuk
mengakomodir seluruh kegiatan kesehatan kerja dan olahraga yang
selaras dengan kegiatan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, karena
Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi prioritas.

2. Adanya alokasi dana BOK UKM Tersier untuk kegiatan Kesehatan Kerja
dan Olahraga di Provinsi Lampung. Alokasi BOK ini baru didapatkan di
tahun 2020. Sehingga dapat mengakomodir kegiatan Kesehatan Kerja &
Olahraga yang belum terlaksana di dana APBN dan APBD

3. Sosialisasi indikator, leveling dan Aplikasi SITKO (aplikasi

pencatatan pelaporan Kesjaor) kepada Kab/Kota dan Puskesmas di

setiap pertemuan Kesjaor yang ada, baik di tingkat

provinsi/Kab/kota/puskesmas

Menyampaikan panduan manual aplikasi SITKO

Monitoring evaluasi capaian indicator melalui grup WA

Pendampingan pengisian aplikasi SITKO

Meningkatnya jumlah tenaga pengelola kesehatan kerja yang sudah

dilatih Kesehatan Kerja baik melalui pelatihan teknis kesehatan kerja

maupun orientasi kesehatan kerja dan olahraga

NS ok

Analisa Kegagalan

Hal yang menyebabkan rendahnya capaian indikator kabupaten/kota
melaksanakan kesehatan kerja antara lain:

1. Indikator baru, komposit dan target yang terlalu tinggi

2. Ada variabel indikator yang sulit di capai, yaitu pendataan tempat kerja
dan pembentukan pos UKK

3. Aplikasi pencatatan pelaporan (SITKO) baru dan masih dalam tahap

pengembangan, sehingga mempengaruhi leveling puskesmas

Pandemi Covid-19

Kegiatan vaksinasi

6. Refocusing dana Dekonsentrasi, APBD dan BOK (baik provinsi maupun

kabupaten/kota)

Proses refocusing Dekonsentrasi dan BOK terlalu lama

8. Perubahan menu BOK UKM Primer dan Sekunder yang lebih
diprioritaskan untuk penanggulangan Covid-19

9. Proses pencairan keuangan BOK UKM Tersier yang lama

10. Selalu terjadi pergantian petugas pengelola kesehatan kerja baik di
tingkat Kabupaten/Kota maupun Puskesmas

11. Tingginya tingkat mutasi petugas pengelola kesehatan kerja yang sudah
dilatih

12. Kegiatan kesehatan kerja bukan merupakan kegiatan UKM esensial

S

N
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(hanya kegiatan UKM Pengembangan) sehingga sering belum menjadi
prioritas pendanaan kegiatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota
maupun puskesmas

13. Belum terlaksananya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Lintas

Program dan Lintas Sektor yang mendukung pelaksanaan pelayanan
kesehatan kerja

Alternatif solusi
Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:

1.

7.

Dukungan penuh dana dekosentrasi kegiatan Pembinaan Upaya
Kesehatan Kerja dan Olahraga agar provinsi terus dapat
mensosialisasikan dan melaksanakan pembinaan kesehatan kerja

. Advokasi dan pembentukan tim koordinasi kesehatan kerja yang

melibatkan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait, baik di tingkat
provinsi, kabupaten/kota maupun puskesmas, dilanjutkan dengan
membentuk forum komunikasi Lintas Program dan Lintas Sektor

. Terus mengadakan pelatihan teknis maupun orientasi kepada petugas

pengelola kesehatan kerja.

. Fasilitasi pendanaan kegiatan dan sarana pendukungnya dari

Kabupaten/kota dan Puskesmas.

. Integrasi pelaksanaan kegiatan dengan Lintas Program dan Lintas

Sektor

. Sinkronisasi kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam

pemanfaatan dana BOK sehingga kegiatan yang disusun focus pada
peningkatan indikator program (Renstra dan RKP)

Pembinaan kesehatan kerja terintegrasi Lintas Program dan Lintas
Sektor

4. Penyehatan Lingkungan
a) Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

Grafik 3.24 Capaian Desa/Kelurahan Yang Stop Buang Air Besar
Sembarangan di Provinsi Lampung Tahun 2020-2021
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Grafik 3.25 Target Indikator Dan Capaian Provinsi Lampung Keg.
Penyehatan Air & Sanitasi Dasar Tahun 2021
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Analisa Keberhasilan

Trend Capaian Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan
(SBS) selalu meningkat disetiap tahunnya disebabkan karena kemitraan yang
baik antara tenaga Provinsi, tenaga Kabupaten/kota, Lintas
Sektor/Program/Mitra terkait dan Sanitarian Puskesmas dalam melakukan
Pemicuan di Masyarakat (Desa/Kelurahan) yang berdampak pada peningkatan
akses terhadap sanitasi layak.

Analisa Kegagalan

Hal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain:

1. Kurangnya Komitmen dan Dukungan Kepala Daerah terhadap Program
STBM

2. Masih terbatasnya anggaran APBD dan sumber daya manusia (Tenaga
Kesling) pada Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas sehingga
pelaksanaan program tidak tercapai secara maksimal.

3. Belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas lintas program dan mitra
terkait.

4. Untuk pelaporan triwulan Desa melaksanakan STBM secara
online/berbasis web masih banyak kendala, dikarenakan signal,
kurangnya kompetensi petugas kesling dalam pelaporan online

Alternatif Solusi

1. Refresing / Orientasi Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas &
Kabupaten dalam advokasi dan pencatatan pelaporan triwulan/online

2. Meningkatkan komitment kepala daerah dan dukungan pemda terhadap
Sanitasi (STBM)

3. Memfasilitasi pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung
pelaksanaan program dengan menggunakan anggaran yang bersumber
dana dekonsentrasi, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

4. Sinkronisasi kegiatan antara provinsi dan kabupaten dalam pemanfaatan
dana BOK sehingga kegiatan yang disusun dapat meningkatkan
program/Renstra.
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5. Meningkatkan koordinasi lintas ector / lintas program / mitra terkait di
semua jenjang untuk mengatasi berbagai penyebab masalah yang
memerlukan dukungan & komitment mereka.

b) Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan
Cakupan Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan adalah
sebagai berikut :
Grafik 3.26 Trend Persentase Sarana air minum yang dilakukan
pengawasan tahun 2017-2021
Trend Capaian Persentase Sarana Air Minum yang
dilakukan Pengawasan di Provinsi Lampung
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Analisa Keberhasilan

Trend Capaian Persentase Sarana Air Minum yang dilakukan
pengawasan cendrung fluktuatif (naik turun) disebabkan karena proporsi
pembagian anggaran yg fluktuatif dan kurangnya tenaga kesling pukesmas
yang berkompeten (program kesling masih banyak dikelola oleh tenaga
bidan/perawat/kesehatan lainnya), namun jika di lihat realisasi pertahun sudah
mencapai target yang di harapkan.

Analisa Kegagalan

Hal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain:

1. Masih terbatasnya anggaran APBD/BOK non fisik (proporsi pembagian
anggaran yg fluktuatif) dan sumber daya manusia (Tenaga Kesling) pada
Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas sehingga pelaksanaan
program tidak tercapai secara maksimal.

2. Belum maksimalnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor/lintas program
dan mitra terkait.

3. Untuk pelaporan secara online masih banyak kendala, dikarenakan
kurangnya kompetensi petugas kesling dalam pelaporan online

Alternatif Solusi

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:

1. Refresing / Orientasi Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas &
Kabupaten dalam advokasi dan pencatatan pelaporan triwulan/online

2. Memfasilitasi pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung
pelaksanaan program dengan menggunakan anggaran yang bersumber
dana dekonsentrasi, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

3. Sinkronisasi kegiatan antara provinsi dan kabupaten dalam pemanfaatan
dana BOK sehingga kegiatan yang disusun fokus pada peningkatan
indikator program/Resntra.
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4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor / lintas program / mitra terkait di
semua jenjang untuk mengatasi berbagai penyebab masalah yang
memerlukan dukungan & komitment mereka.

c) Persentase Tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan
Trend Capaian indikator cakupan Tempat-tempat umum (TTU) yang
memenuhi syarat kesehatan digambarkan pada grafik di bawah ini :
Grafik 3.27 Persentase TTU Sehat per Kota/Kab Propinsi Lampung
Tahun 2017-2021

DATA PERSENTASE CAPAIAN TEMPAT FASILITAS UMUM PER KAB/KOTA PROV.LAMPUNG
TAHUN 2017 S/D 2021
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Analisa Keberhasilan

1. Secara nasional bahwa Provinsi Lampung tahun 2021 sudah melebihi
capaian target Tempat —tempat umum sehat (capaian sebesar 63,77 %)
dari target Kemenkes RI sebesar 62 %

2. Laporan rutin kegiatan program TFU sehat sudah aktif dikirim ke Provinsi
lampung setiap Triwulan.

Analisa Kegagalan

Hal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain:

1. Keterbatasan anggaran dari berbagai sumber dana untuk kegiatan TFU
sehat

2. Ego program dari sektor dan program terkait TFU sehat

3. Belum semua Kota/Kabupaten memiliki petugas khusus yang mengelola
Program Penyehatan Tempat Fasiltas Umum, rata-rata pengelola program
merangkap/mengelola beberapa program, sehingga pengelolaan Program
Penyehatan Tempat Fasilitas Umum belum maksimal.

4. Belum maksimalnya kerjasama dengan lintas program maupun dengan
lintas sektor terkait dalam operasional maupun pemantauan

5. Relatif masih kurangnya sarana prasarana serta buku panduan/pedoman
formulir observasi/chesklist serta peralatan untuk pengukuran di lapangan.

6. Belum ada dana khusus yang mendukung petugas Pengelola Progam
Penyehatan Tempat Fasilitas Umum Kota/Kabupaten dan Puskesmas,
untuk melakukan pembinaan ke sasaran (Tempat Fasilitas Umum ) yang
ada diwilayah kerjanya sesuai dengan standar pelayanan minimal Program
Penyehatan Lingkungan.
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7.

Masih kurangnya kapasitas petugas dalam pelaporan melalui e-satu
(website)

Alternatif Solusi

1.

Pembinaan dan Advokasi Program Penyehatan Tempat Fasilitas Umum
oleh Petugas Penyehatan Lingkungan Propinsi secara intensif ke 15
Kota/Kabupaten se Propinsi Lampung, agar kegiatan Program Penyehatan
Tempat Fasilitas Umum/institusi memperoleh dukungan dana.

. Mengusulkan adanya petugas khusus yang mengelola Program

Penyehatan Tempat-Tempat Umum pada Seksi Kesehatan Lingkungan
dimasing-masing Kota/Kabupaten se Propinsi Lampung.

Memberikan feed back ke Kota/Kabupaten atas laporan hasil kegiatan
yang telah dicapai, maupaun laporan yang telah dikirimkan ke
Propinsi.Lampung secara berkesinambungan dan berjenjang sampai
tingkat puskesmas.Mengevaluasi kegiatan program bersama petugas
pengelola program Kota/Kabupaten se Propinsi Lampung, pada saat Rapat
Evaluasi Program Kesehatan Lingkungan di Propinsi.

. Menyeragamkan definisi operasional format laporan rutin triwulan baik

yang dikirim dari puskesmas maupun Dinkes Kabupaten Kota.

Menambah keterangan jumlah puskesmas yang ada dan jumlah
puskesmas yang melapor pada formulir pelaporan.

Mensinergikan kegiatan penyehatan Tempat Fasiltas Umum dengan
program kesehatan lingkungan yang lain serta kesehatan kerja dan
olahraga.

. Meningkatkan kapasitas Petugas Kabupaten/Kota dan Sanitarian dalam

pelaporan melalui e-satu

d) Jumlah Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar

Jumlah Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai

standar tahun 2020 digambarkan dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.28 Persentase Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah

Medis sesuai standar tahun 2020 — 2021
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Analisa Keberhasilan

Persentase Fasyankes yang melakukan Pengelolaan Limbah Medis

sesuai satandar padaTahun 2021 sebesar 71% (274 Fasyankes yang sudah
melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar dari 393 Fasyankes), ini
disebabkan karena kerjasama yang baik antara Dinkes Provinsi, Dinkes
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Kabupaten/Kota dan Fasyankes dalam pengelolaan limbah medis. Grafik
belum bisa menunjukkan tren karena ada perubahan indikator dari tahun
sebelumnya. Mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang termasuk
dalam Fasyankes yaitu Rumahsakit dan Puskesmas

Analisa Kegagalan

Hal yang menyebabkan rendahnya cakupan program antara lain:

1. Masih  terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran di Dinkes
Kab/Kota Provinsi Lampung, sehingga pengawasan terhadap fasilitas
pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik) belum
maksimal

2. Masih ada fasilitas pelayanan kesehatan ( Rumah Sakit, Puskesmas,
dan Klinik) yang belum melakukan pengelolaan limbah medis cair dan
limbah medis padat sesuai standar dan peraturan yang berlaku

3. Untuk pelaporan triwulan pengelolaan limbah medis sesuai standar
secara on line berbasis web masih banyak kendala, dikarenakan server
di Kementerian Kesehatan sering bermasalah / ada gangguan, sehingga
bagi rumah sakit dan Puskesmas yang akan melaporkan pengelolaan
limbah medis secara on line tidak bisa tepat waktu mengirim laporan
tersebut ke Website Kementerian Kesehatan

4. Kegiatan program kesehatan lingkungan di rumah sakit belum
terlaksana dengan maksimal, sesuai dengan PMK No 7/2019 Tentang
Kesehatan lingkungan Rumah Sakit.

Alternatif Solusi

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah medis
padat/cair termasuk limbah medis covid-19 ke fasilitas pelayanan
kesehatan (rumah sakit, puskesmas dan klinik) di Kabupaten / Kota se -
Provinsi Lampung, berkoordinasi dengan lintas program bidang pelayanan
kesehatan

2. Pertemuan Komisi Penilai AMDAL dalam rangka mengkaji dokumen
AMDAL (ANDAL, RKL-RPL) di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
bagi kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak pencemaran
terhadap lingkungan.

3. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait dengan Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Lampung, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi
Lampung dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian
dampak pencemaran dari limbah medis padat/limbah medis cair dari
aktifitas fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, dan
Klinik ) terhadap lingkungan
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e) Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat
kesehatan
Grafik 3.29 Trend Jumlah TPM Yang Terdaftar Dalam E Monev HSP
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Analisis keberhasilan

Trend positif kenaikan TPM yang terdaftar pada e monev HSP th 2017 —
2021 menunjukkan peningkatan, diketahui bahwa kab/kota yang sudah
mengupload data TPM secara bertahap hingga tahun 2021 sudah 15 Kab
yang ada di provinsi Lampung, hal ini menunjukkan adanya keseriusan tenaga
sanitarian dalam mengelola program HSP melalui website meskipun masih
ada 4 kab yang beum memenuhi target provinsi dan nasional.

Analisa Kegagalan

Hal yang menyebabkanrendahnyacakupan program antara lain:

1. Masih kurangnya Kab/kota pembinaan dan pengawasan kegiatan program
Penyehatan Pangan baik dari Provinsi, kabupaten/kota terhadap petugas
sanitarian puskesmas dalam pengelolaan program Penyehatan pangan,
meskipun pada tahun 2021 secara Provinsi sudah mencapai target
nasional, Masih terdapat 4 Kabupaten (BL,Pringsewu, Pesawaran, Tulang
Bawang Barat) yang masih belum memenuhi target nasional dan
Provinsiha ini dikarenakan Puskesmas belum menginput hasil TPM yang
sudah di IKL ke dalam e monev HSP

2. Belum optimalnya kinerja petugas teknis dalam pembinaan dan
pengawasan TPM di tingkat kabupaten/kota, hal ini dikareakan belum
tersedianya peralatan, dukungan logistik, media fasilitasi,dan media
sosialisasi, serta belum dilakukannya Pemetaan faktor risiko akibat pangan
siap saji yang dilakukan oleh puskesmas belum merata sehingga sulit
untuk menentukan target kegiatan.

3. Puskesmas belum secara optimal memanfaatkan Peralatan Pemeriksaan
terkait dengan Penyehatan Pangan, hal ini dilihat dari laporan penggunaan
peralatan bim ada.

4. Program Penyehatan Pangan belum menjadikan prioritas program,
sehingga anggaran untuk kegiatan juga berpengaruh pada pencapaian
program.
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5. Kab/Kota kurang memberikan motivasi kepada Puskesmas yang
cakupannya rendah

6. Kab/Kota masih belum menginput Hasil TPM yang sudah Bersertifikat,
sehingga cakupan TPM yg bersertifikat masih rendah

Alternatif Solusi
1. Kabupaten kota diharapkan melakukan Inventarisasi/PendaftaranTempat

Pengelolaan Pangan Siap Saji dengan Melaksanakan kegiatan orientasi
penjamah makanan dan pengusaha makanan, malkukan Inspeksi
Kesehatan Lingkungan di Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) sebagai
syarat utama untuk pemenuhan persyaratan higiene sanitasi dalam rangka
mendapatkan sertifikat laik Sehat.

2. Peningkatan Sistim informasi Higiene Sanitasi Pangan dalam mendukung
program Penyeahatan Pangan dengan mengembangkan dan
melaksanakan e monev HSP

3. Penguatan Sumber Daya Petugas baik di kabupaten/kota, puskesmas
maupun Penjamah Makanan.

f) Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

Grafik 3.30 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan
tatanan kawasan sehat tahun 2017 — 2021

10
8 H 2017
6 m 2018
4 ™ 2019
[ |
2 2020
m 2021
0 -
Jumlah Kab/Kota
Grafik 3.31 Capaian dan Target Kabupaten/Kota yang
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Analisis Keberhasilan
Capaian kabupaten/kota yang menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat
sebanyak 8 Kabupaten/Kota, ini sudah sesuai target yang diharapkan pada
tahun 2021 vyaitu ada 8 kabupaten/kota sehat. Terselenggaranya
Kabupaten/Kota sehat antara lain disebabkan oleh:
1. Komitmen Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
2. Adanya koordinasi dengan lintas program dan lintas sector
3. Peran aktif lintas program dan lintas sektor dalam mendukung program
Kabupaten/Kota Sehat.
4. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam program
kesehatan lingkungan sehingga target tercapai.

Analisis Kegagalan

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program kabupaten kota sehat

adalah :

1. Masih ada kabupaten yang belum mepunyai Forum Kabupaten/Kota sehat
yaitu sebanyak 6 Kabupaten/Kota.

2. Masih adanya Persepsi bahwa program kabupaten kota sehat adalah milik
Dinas Kesehatan, baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat kabupaten

3. Beberapa dari Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk forum sudah tidak
aktif lagi dalam program Kabupaten/Kota Sehat.

Alternatif Solusi

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:

1. Perlunya sosialisasi dan advokasi advokasi bagi Kabupaten/Kota yang
belum memiliki forum agar segera membentuk Kabupaten/Kota Sehat.

2. Pembinaan Kegiatan Kabupaten Kota Sehat tetap diperlukan agar
kabupaten/kota tetap termotivasi untuk melaksanakan Program
Kabupaten/Kota Sehat terutama bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki
forum.

3. Perlunya workshop Kabupaten/Kota Sehat dengan mengundang 9
(sembilan Kabupaten/Kota) yang sudah memiliki forum Kabupaten/kota
Sehat. Ini dimaksudkan untuk menguatkan forum yang sudah ada.

4. Perlunya reward bagi Kabupaten/Kota yang telah mengikuti verifikasi dan
mendapatkan penghargaan Swasti Saba.

5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kinerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat digambarkan dari
2 indikator utama yaitu persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan persentase kabupaten/kota yang
melakukan pembinaan Posyandu aktif. Kedua indikator tersebut mengacu pada
Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan
Rencana Strategis Kemenkes Rl Tahun 2020-2024.
a) Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas
Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas merupakan indikator
kinerja dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendorong
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dan mensinergikan pelaksanaan kebijakan serta pelembagaan Germas di
kabupaten/kota dan provinsi. Adapun definisi operasional dari indikator
persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas yaitu:

1. Memiliki kebijakan Germas sesuai dengan Inpres No.1 Tahun 2017
dan/atau kebijakan berwawasan kesehatan. Kebijakan Germas yang
dimaksud vyaitu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
(bupati/walikota) yang mencakup 5 klaster germas yaitu:

e Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik

¢ Klaster Peningkatan Edukasi dan Perilaku Hidup Sehat

¢ Klaster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

¢ Klaster Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

¢ Klaster Peningkatan Kualitas Lingkungan

Adapun kebijakan berwawasan kesehatan yang dimaksud yaitu kebijakan
yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala OPD berupa Peraturan/Surat
Keputusan/Instruksi/Surat Edaran yang mendukung salah satu klaster
germas.

2. Melaksanakan penggerakkan masyarakat dalam mendukung 5 kluster
Germas minimal 3 kali setahun dengan melibatkan lintas sektor, pendidikan
(sekolah), Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan
atau mitra potensial. Penggerakan masyarakat yang dimaksud yaitu
berupa kegiatan yang mengajak masyarakat untuk melakukan 5 (lima)
Klaster Germas vyang dilakukan secara daring (online) maupun
konvensional (offline) dengan menyampaikan minimal 2 (dua) pesan
Germas dan melibatkan unsur lintas sektor (OPD), pendidikan (sekolah),
UKBM (Posyandu, Posbindu PTM, PosUKK, Pos Lansia, dll) dan atau mitra
potensial (dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan,
organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dll).
Target dari indikator persentase kabupaten/kota yang menerapkan

kebijakan Germas yaitu sebagai berikut:

Target/Tahun 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Nasional 30% 35% 40% 45% 50%
Provinsi 40% 48% 60% 66% 75%

Analisa Capaian Kinerja

Capaian indikator persentase kabupaten/kota yang menerapkan
kebijakan Germas Tahun 2021 yaitu sebesar 73,3% (11 kabupaten/kota).
Capaian ini sudah melebihi dari target nasional sebesar 35% dan target
provinsi sebesar 48%. Distribusi capaian indikator kabupaten/kota yang
menerapkan kebijakan Germas Tahun 2021 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Capaian Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas
se-Provinsi Lampung Tahun 2021

NO KABUPATEN/KOTA STATUS CAPAIAN KETERANGAN
1 | Lampung Barat Non Lokus Belum Sudah ada kebijakan germas,
menerapkan | tetapi belum melakukan
penggerakan
2 | Tanggamus Non Lokus Sudah
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menerapkan
3 | Lampung Selatan Lokus Sudah
menerapkan
4 | Lampung Timur Lokus Sudah
menerapkan
5 | Lampung Tengah Lokus Sudah
menerapkan
6 | Lampung Utara Non Lokus Belum Sudah ada kebijakan germas,
menerapkan | tetapi baru melakukan 1x
penggerakan
7 | Way Kanan Non Lokus Sudah
menerapkan
8 T Lokus Sudah
ulang Bawang
menerapkan
9 | Pesawaran Non Lokus Sudah
menerapkan
10 | Pringsewu Lokus Sudah
menerapkan
11 | Mesuji Lokus Belum Sudah ada kebijakan germas,
menerapkan | tetapi baru melakukan 1x
penggerakan
12 | Tulang Bawang Barat Non Lokus Belum Sudah ada kebijakan germas,
menerapkan | tetapi belum melakukan
penggerakan
13 | Pesisir Barat Non Lokus Sudah
menerapkan
14 | Bandar Lampung Lokus Sudah
menerapkan
15 | Metro Lokus Sudah
menerapkan

Sumber Data: Microsite Promkes pada Aplikasi Komdat Kesmas Tahun 2021 (cut off:
17 Januari 2022)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa sudah ada 11 kabupaten/kota
yang memenuhi indikator kabupaten/kota menerapkan kebijakan Germas dari
target provinsi sebanyak 7 kabupaten/kota lokus tahun 2021 (Kabupaten
Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, Pringsewu,
Lampung Timur, dan Kota Bandar Lampung). Adapun sembilan
kabupaten/kota yang sudah menerapkan kebijakan Germas pada Tahun 2021
yaitu Kabupaten Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung
Tengah, Way Kanan, Tulang Bawang, Pesawaran, Pringsewu, Pesisir Barat,
Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro. Jika dibandingkan dengan target lokus
Germas Tahun 2021, maka kabupaten/kota lokus Germas yang belum
menerapkan kebijakan Germas tersebut, yaitu Kabupaten Mesuji. Kendala
pemenuhan indikator germas oleh Kabupaten Mesuji yaitu karena
penggerakan Germas baru dilaksanakan 1 kali sepanjang Tahun 2021
sehingga belum memenuhi kriteria penggerakan yang harus dilakukan minimal
3 kali kegiatan penggerakan Germas sesuai definisi operasional yang
ditetapkan. Kabupaten/kota yang tidak menjadi lokus Germas di Tahun 2021,
namun berhasil memenuhi indikator kabupaten/kota menerapkan kebijakan
Germas di antaranya Kabupaten Tanggamus, Way Kanan, Pesawaran, Pesisir
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Barat, dan Kota Metro.

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2020, maka capaian indikator
kabupaten/kota menerapkan kebijakan Germas Tahun 2021 mengalami
peningkatan sebesar 20%, yaitu dari 53,3% pada Tahun 2020 menjadi 73,3%
pada Tahun 2021 sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.32 Tren Capaian Kabupaten/Kota yang Menerapkan
Kebijakan Germas se-Provinsi Lampung Tahun 2020-2021
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Sumber Data: Microsite Promkes pada Aplikasi Komdat Kesmas Tahun 2021 (cut off:
17 Januari 2022) & LAKIP Tahun 2020

Adapun capaian indikator kabupaten/kota menerapkan kebijakan Germas
menurut kabupaten/kota Tahun 2020-2021 terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.6 Capaian Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas

Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020-2021

NO KABUPATEN/KOTA CAPAIAN TAHUN 2020 CAPAIAN TAHUN 2021
1 Lampung Barat Belum menerapkan Belum menerapkan
2 | Tanggamus Sudah menerapkan Sudah menerapkan
3 | Lampung Selatan Sudah menerapkan Sudah menerapkan
4 | Lampung Timur Sudah menerapkan Sudah menerapkan
5 | Lampung Tengah Belum menerapkan Sudah menerapkan
6 | Lampung Utara Belum menerapkan Belum menerapkan
7 | Way Kanan Belum menerapkan Sudah menerapkan
8 | Tulang Bawang Sudah menerapkan Sudah menerapkan
9 | Pesawaran Belum menerapkan Sudah menerapkan
10 | Pringsewu Sudah menerapkan Sudah menerapkan
11 | Mesuji Sudah menerapkan Belum menerapkan
12 | Tulang Bawang Barat Belum menerapkan Belum menerapkan
13 | Pesisir Barat Belum menerapkan Sudah menerapkan
14 | Bandar Lampung Sudah menerapkan Sudah menerapkan
15 | Metro Sudah menerapkan Sudah menerapkan

Sumber Data: Microsite Promkes pada Aplikasi Komdat Kesmas Tahun 2021 (cut off:
17 Januari 2022) & LAKIP Tahun 2020

Dari tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 3 kabupaten (20%)
belum menerapkan kebijakan Germas pada Tahun 2020 dan 2021, yaitu
Kabupaten Lampung Barat, Lampung Utara, dan Tulang Bawang Barat.
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Sebanyak 1 kabupaten (6,67%) sudah menerapkan kebijakan Germas pada
tahun 2020, namun tidak berhasil mempertahankan capaian indikator pada
Tahun 2021, yaitu Kabupaten Mesuji. Sebanyak 4 kabupaten (26,67%)
belum menerapkan kebijakan Germas pada Tahun 2020, namun pada
Tahun 2021 berhasil memenuhi indikator kabupaten/kota menerapkan
kebijakan Germas, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Way Kanan,
Pesawaran, dan Pesisir Barat. Adapun 7 kabupaten/kota lainnya (46,67%)
konsisten selalu memenuhi indikator kabupaten/kota menerapkan kebijakan
Germas pada Tahun 2020 dan 2021, yaitu Kabupaten Tanggamus, Lampung
Selatan, Lampung Timur, Pringsewu, Tulang Bawang, Kota Bandar
Lampung, dan Metro.

Analisa Keberhasilan

Hal-hal yang menyebabkan peningkatan capaian indikator kabupaten/kota
menerapkan kebijakan Germas yaitu :
1. Adanya dukungan anggaran dari APBD Provinsi maupun dana

dekonsentrasi dan BOK UKM provinsi/kabupaten/kota/puskesmas untuk
pelaksanaan Kampanye Germas.

2. Adanya pemahaman yang baik dari pengelola program di kabupaten/kota
dalam menerjemahkan indikator dalam bentuk kegiatan di lapangan.

Analisa Kegagalan

Hal yang menyebabkan rendahnya capaian indikator kabupaten/kota

menerapkan kebijakan Germas antara lain:

1. Adanya efisiensi anggaran terkait pandemi Covid-19 dari semua sumber
pembiayaan (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab./Kota, BOK UKM
provinsi/kabupaten/kota/puskesmas) sehingga kegiatan di daerah untuk
pencapaian indikator menjadi terbatas.

2. Adanya aturan PPKM yang membatasi mobilitas dan kerumunan sehingga
pengerakan massa secara offline tidak dapat dilakukan.

3. Adanya perubahan pola koordinasi dari luring menjadi daring sehingga
pengelola program belum bisa menerjemahkan bentuk kegiatan
penggerakan massa secara online/daring.

4. Masih kurangnya koordinasi dengan bappeda dan lintas sektor lain dalam
pelaporan indikator Germas dari tiap lintas sektor.

5. Penggunaan microsite untuk pelaporan promkes yang

6. Komdat Kesmas sebagai metode pelaporan terbaru masih belum
dimanfaatkan secara optimal oleh pengelola promkes kabupaten/kota
yang menyebabkan data capaian indikator belum/tidak lengkap diupdate
di microsite sehingga data capaian sebenarnya tidak terhitung oleh sistem.
Tidak optimalnya pemanfaatan microsite tersebut karena pengelola belum
paham cara pengisian maupun hal-hal yang harus dilengkapi pada saat
mengisi laporan di aplikasi tersebut.

Alternatif solusi

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:

1. Menyusun kegiatan penggerakan dengan berbagai sumber
pembiayaan baik APBN, APBD, maupun BOK.

2. Memanfaatkan moment-moment eventual lintas sektor untuk kegiatan
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penggerakan massa, seperti ulang tahun kabupate/kota, ulang tahun
Ormas, peringatan Hari Air/ Hari Listrik/Hari Keluarga, Hari Olahraga,
dll.

3. Membangun komunikasi dengan lintas sektor maupun puskesmas
untuk pelaksanaan penggerakan germas yang bersumber dana dari
lintas sektor maupun puskesmas.

4. Pembinaan teknis pelaksanaan Germas melalui pengembangan media
edukasi, pendampingan penyiapan dan pelaksanaan Kkegiatan,
dukungan kampanye dan publikasi, pendampingan koordinasi lintas
sektor.

5. Pendampingan pengelola promkes di kabupaten/kota dalam
melakukan input data capaian indikator di microsite promkes.

b) Persentase Kabupaten/kota Melakukan Pembinaan Posyandu Aktif
Kabupaten/kota yang melakukan pembinaan Posyandu aktif merupakan

indikator kinerja dari pelaksanaan kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat
kelembagaan Posyandu sehingga terlaksana pembinaan Posyandu di tingkat
kabupaten/kota yang berdampak pada peningkatan peran serta masyarakat
dalam mencegah stunting melalui Posyandu. Definisi operasional dari
indikator persentase kabupaten/kota yang melakukan pembinaan Posyandu
aktif adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Pokjanal yang keanggotaannya terdiri dari lintas sektor terkait
pengembangan Posyandu tingkat kabupaten/kota dan disahkan melalui
keputusan Bupati/walikota.

2. Melakukan pertemuan Pokjanal Posyandu minimal 2 kali setahun dalam
rangka membahas perencanaan dan evaluasi pelaporan kegiatan.

3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Puskesmas dan kader
yang berasal desa/kelurahan di wilayah kabupaten/kota.

4. Memiliki dan menggunakan sistem dalam melakukan pelaporan kegiatan
Posyandu sehingga tersedia laporan posyandu.

Target dari indikator persentase kabupaten/kota yang melakukan
pembinaan Posyandu aktif yaitu sebagai berikut:
Target/Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
Nasional 51% 70% 90% 100% 100%
Provinsi 51% 70% 90% 100% 100%

Analisa Capaian Kinerja

Capaian indikator persentase kabupaten/kota yang melakukan pembinaan
Posyandu aktif Tahun 2021 yaitu 86,67% (13 kabupaten/kota). Capaian ini
sudah memenuhi target nasional maupun provinsi sebesar 70%. Distribusi
capaian indikator kabupaten/kota yang melakukan pembinaan Posyandu aktif
Tahun 2021 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Capaian Kabupaten/Kota Melakukan
Pembinaan Posyandu Aktif se-Provinsi Lampung Tahun 2021

NO KABUPATEN/KOTA CAPAIAN KETERANGAN (Kriteria Indikator yang
belum terpenuhi)

Belum melakukan
pembinaan Posyandu

1 Lampung Barat Belum melakukan pertemuan rutin

Pokjanal Posyandu minimal 2 kal
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aktif

setahun; belum melakukan peningkatan
kapasitas petugas puskesmas/kader;
tidak memiliki dan menggunakan sistem
pelaporan online posyandu

Tanggamus

Sudah melakukan
pembinaan Posyandu
aktif

Lampung Selatan

Sudah melakukan
pembinaan Posyandu
aktif

Lampung Timur

Sudah melakukan
pembinaan Posyandu aktif

Lampung Tengah

Sudah melakukan
pembinaan Posyandu aktif

Lampung Utara

Sudah melakukan
pembinaan Posyandu
aktif

Way Kanan

Belum melakukan
pembinaan Posyandu
aktif

Belum melakukan pertemuan rutin
Pokjanal Posyandu minimal 2 kali
setahun; belum melakukan peningkatan
kapasitas petugas puskesmas/kader;
tidak memiliki dan menggunakan sistem
pelaporan online posyandu

Tulang Bawang

Sudah melakukan
pembinaan Posyandu
aktif

Pesawaran

Sudah melakukan
pembinaan Posyandu
aktif

10

Pringsewu

Sudah melakukan
pembinaan Posyandu
aktif

11

Mesuiji

Sudah melakukan
pembinaan Posyandu
aktif

12

Tulang Bawang Barat

Sudah melakukan
pembinaan Posyandu
aktif

13

Pesisir Barat

Sudah melakukan
pembinaan Posyandu
aktif

14

Bandar Lampung

Sudah melakukan
pembinaan Posyandu
aktif

15

Metro

Sudah melakukan
pembinaan Posyandu
aktif

Sumber Data: Microsite Promkes pada Aplikasi Komdat Kesmas Tahun 2021 (cut off:
17 Januari 2022)

Berdasarkan tabel 3 diatas, sebanyak 13 kabupaten/kota dapat memenuhi

indikator kabupaten/kota yang melakukan pembinaan Posyandu aktif Tahun
2021, yaitu Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Tengah,
Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, Pesawaran, Pringsewu,
Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung dan
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Metro. Dua kabupaten lainnya belum memenuhi indikator karena terkendala
pada kriteria pertemuan rutin Pokjanal Posyandu yang belum dilakukan minimal
2 kali setahun, belum melakukan peningkatan kapasitas petugas
puskesmas/kader di wilayah kabupaten/kota, dan belum memiliki dan
menggunakan sistem pelaporan online posyandu. Jika dibandingkan dengan
capaian Tahun 2020, maka capaian indikator kabupaten/kota yang melakukan
pembinaan Posyandu aktif Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 80%,
yaitu dari 6,67% pada Tahun 2020 menjadi 86,67% pada Tahun 2021
sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.33 Tren Capaian Kabupaten/Kota Melakukan
Pembinaan Posyandu Aktif se-Provinsi Lampung Tahun 2020-2021
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Sumber Data: Microsite Promkes pada Aplikasi Komdat Kesmas Tahun 2021 (cut off:
17 Januari 2022) & LAKIP Tahun 2020

Capaian indikator persentase kabupaten/kota yang melakukan pembinaan
Posyandu aktif menurut kabupaten/kota pada tahun 2020-2021 terlihat
sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Kabupaten/Kota Melakukan Pembinaan Posyandu

Aktif Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2020-2021

NO | KABUPATEN/KOTA CAPAIAN TAHUN 2020 CAPAIAN TAHUN 2021
1 | Lampung Barat Belum memenuhi Belum memenuhi

2 | Tanggamus Belum memenuhi Sudah memenuhi

3 | Lampung Selatan Belum memenuhi Sudah memenuhi

4 | Lampung Timur Belum memenuhi Sudah memenuhi

5 | Lampung Tengah Belum memenuhi Sudah memenuhi

6 | Lampung Utara Belum memenuhi Sudah memenubhi

7 | Way Kanan Belum memenuhi Belum memenuhi

8 | Tulang Bawang Belum memenuhi Sudah memenuhi

9 | Pesawaran Belum memenuhi Sudah memenuhi
10 | Pringsewu Belum memenuhi Sudah memenuhi
11 | Mesuiji Belum memenuhi Sudah memenuhi
12 | Tulang Bawang Barat Belum memenuhi Sudah memenuhi
13 | Pesisir Barat Sudah memenuhi Sudah memenuhi
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14 | Bandar Lampung Belum memenuhi Sudah memenuhi
15 | Metro Belum memenuhi Sudah memenuhi

Sumber Data: Microsite Promkes pada Aplikasi Komdat Kesmas Tahun 2021 (cut off:
17 Januari 2022) & LAKIP Tahun 2020

Dari tabel 4 tersebut terlihat bahwa hanya 1 kabupaten (6,67%) yang
konsisten memenuhi indikator kabupaten/kota yang melakukan pembinaan
Posyandu aktif pada tahun 2020 dan 2021, yaitu Kabupaten Pesisir Barat.
Sebanyak 2 kabupaten (13,33%) tidak dapat memenuhi indikator
kabupaten/kota melakukan pembinaan posyandu aktif baik pada tahun 2020
maupun tahun 2021, yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Way Kanan.
Adapun 12 kabupaten/kota lainnya (80%) tidak memenuhi indikator
kabupaten/kota yang melakukan pembinaan Posyandu aktif pada tahun 2020,
namun berhasil memenuhi indikator ini pada tahun 2021.

Analisa Keberhasilan

Hal-hal yang menyebabkan peningkatan capaian indikator kabupaten/kota
yang melakukan pembinaan Posyandu aktif yaitu :
1. Adanya dukungan anggaran dari BOK UKM kabupaten/kota/puskesmas

untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas posyandu maupun kegiatan
pembinaan posyandu.

2. Adanya koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan
rapat pokjanal posyandu sehingga kegiatan rapat pokjanal dapat
terintegrasi di kegiatan rutin lain, misalnya rapat persiapan lomba
desa.

3. Adanya peran aktif dari pihak lain dalam pelaksanaan peningkatan
kapasitas bagi petugas puskesmas maupun kader, misalnya kegiatan
orientasi kader posyandu dan KPM yang dilakukan oleh Badan
Kerjasama Antar Desa (BKAD) tingkat kecamatan maupun oleh desa
dengan menggunakan dana desa.

4. Adanya perubahan definisi operasional dari indikator kabupaten/kota
yang melakukan pembinaan Posyandu aktif sesuai  Surat
PR.03.01/5/1174/2021 tentang Penyesuaian DO Indikator dan Pelaporan
Indikator Promosi Kesehatan dan PM, yaitu semula mencakup 5 kriteria
berubah menjadi 4 kriteria. Adapun satu kriteria dari DO indikator ini yang
hilang yaitu kriteria cakupan posyandu aktif >50%.

Analisa Kegagalan

Hal yang menyebabkan belum tercapainya target indikator kabupaten/kota

yang melakukan pembinaan Posyandu aktif antara lain:

1. Adanya efisiensi anggaran terkait pandemi Covid-19 dari semua sumber
pembiayaan (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab./Kota, BOK UKM
provinsi/kabupaten/kota/puskesmas) sehingga kegiatan rapat pokjanal
Posyandu maupun peningkatan kapasitas petugas/kader tidak dapat
dilaksanakan.

2. Masih kurangnya koordinasi dengan Dinas PMD dan lintas sektor terkait
dalam pemanfaatan sistem Informasi Posyandu (SIP) yang sudah ada.
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3. Masih kurangnya koordinasi dengan puskesmas maupun desa terkait
pelaporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas petugas/kader.

4. Belum maksimal dalam pemanfaatan microsite promkes untuk pelaporan
capaian program.

Alternatif solusi

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi dengan Dinas PMD
selaku pembina kelembagaan Posyandu (penyediaan sistem
pelaporan posyandu dan pengaktifan Pokjanal Posyandu).

2. Memanfaatkan kegiatan rapat lomba desa, rembuk stunting, dan
lainnya untuk koordinasi anggota pokjanal Posyandu.

3. Meningkatkan koordinasi dengan puskesmas maupun desa dalam
pemantauan pelaksanaan kegiatan posyandu maupun peningkatan
kapasitas petugas/kader.

4. Melakukan pendampingan pengelola promkes di kabupaten/kota
dalam melakukan input data capaian indikator di microsite promkes.

6. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan

Masyarakat

a) Nilai penerapan reformasi birokrasi lingkup Ditjen Kesehatan Masyarakat
Nilai capaian Reformasi Birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan
Masyarakat sebesar 34,38% dari target 57,5%. Terjadi perbedaan yang
cukup signifikan antara target dan capaian, hal ini dikarenakan ada
perbedaan perhitungan tools pada saat target dibuat dengan kondisi saat
ini. Sejalan dengan perkembangan Reformasi Birokrasi yang dinamis,
terjadi perubahan skema penilaian pada tata cara pembobotan nilai pada
setiap komponen, hal tersebut tertuang pada Permenpan 26 Tahun 2020
tentang Pedoman evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Bila
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 terjadi peningkatan pada
capaian nilai reformasi birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan
Masyarakat, yaitu sebesar 33,50% menjadi 34,38%

b) Persentase kinerja RKAKL lingkup Kesehatan Masyarakat

Capaian persentase kinerja RKAKL pada Program Kesehatan
Masyarakat di Provinsi Lampung sesuai dengan e-monev SMART DJA
sebesar 81,11% belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar
85%.

Pada kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan program di ditjen
Kesehatan Masyarakar tahun 2021 setelah refocusing hanya tersisa
Honor Pengelola Keuangan Satker dan Administrasi Keuangan.

Adapun trend capaian pelaksanaan kegiatan tersebut tahun 2020
dan 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :
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Grafik 3.34 Trend Capaian Pelaksanaan Kegiatan
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program Kesmas Provinsi
Lampung Tahun 2020-2021
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nalisis Kegagalan

. Adanya kebijakan refocusing menyebabkan seluruh kegiatan harus
melakukan revisi

Proses refocusing tahap 1 terkatung-katung dan berkepanjangan
memakan waktu membuat banyak kegiatan tidak dapat berjalan karena
menunggu hasil refocusing

Kegiatan bergantung pelaksanaannya pada kegiatan di pusat atau di
program lain sehingga saat kegiatan tersebut tidak dilaksanakan atau
dibatalkan menyebakan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sedangkan
waktu untuk melakukan revisi terbatas

Alternatif Solusi

1.
2.

Refocusing jelas dan prosesnya tidak memakan waktu lama

Pusat dapat merumuskan kegiatan untuk daerah lebih efektif dan efisien
tanpa harus menunggu pelaksanaan kegiatan atau kebijakan di pusat. Jika
harus menunggu pusat, maka hendaknya pusat dapat memprioritaskan
pelaksanaan kegiatan di awal tahun sehingga daerah dapat segera
menyesuaikan dan melaksanaka kegiatan tersebut.

Secara ringkas capaian masing-masing indikator untuk setiap kegiatan pada
program Kesmas dapat dilihat pada tabel berikut :

Pembinaan Gizi

Tabel 3.9 Ringkasan Capaian Indikator Program Kesmas
Per Kegiatan Di Provinsi Lampung Tahun 2021

Persentase kabupaten/kota
ang melaksanakan surveilans
gizi

Masyarakat
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Persentase puskesmas mampu

posyandu aktif

tata laksana gizi buruk pada 20% 42,6%
balita
Persentase bayi usia kurang dari
6 bulan mendapat ASI eksklusif 65% 73,4%
Jumlah kabupaten/kota yang
menyelenggarakan pelayanan 6 0
kesehatan ibu dan bayi baru Kab/Kota | Kab/Kota
lahir
Jumlah kabupaten/kota yang 8 10
menyelenggarakan pelayanan
Pembinaan kesehatan balita Kab/Kota | Kab/Kota
Kesehatan Keluarga PJumlah kabupaten/kota yang
menyelenggarakan pelayanan 8 12
kesehatan anak usia sekolah Kab/Kota | Kab/Kota
dan remaja
Jumlah kabupaten/kota yang 7 15
menyelenggarakan pelayanan
kesehatan usia reproduksi Kab/Kota | Kab/Kota
Persentase kabupaten/kota 7 6
yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan lanjut Kab/Kota | Kab/Kota
Jumlah kabupaten/kota yang 10 9
Pembinaan Upaya melaksanakan kesehatan kerja Kab/Kota | Kab/Kota
Kesehatan Kerja dan [Jumlah kabupaten/kota yang 10 6
Olahraga melaksanakan kesehatan
olahraga Kab/Kota | Kab/Kota
Persentase desa/kelurahan
dengan Stop Buang air besar 50% 66,48%
Sembarangan (SBS)
Jumlah Kabupaten/Kota Sehat 8 8
(KKS) Kab/Kota | Kab/Kota
Persentase sarana air minum
yang diawasi/diperiksa kualitas 64% 64,6%
Penyehatan air minumnya sesuai standar
Lingkungan Jumlah fasya_nkes yang .memiliki. 387 274
pengelolaan limbah medis sesuai faskes faskes
standar
Presentase Tempat Pengelolaan
Pangan (TPP) yang memenuhi 44% 53,04%
Syarat sesuai standar
Persentase Tempat dan Fasilitas
Umum (TFU) yang dilakukan 60% 62%
pengawasan sesuai standar
Persentase kabupaten/kota
lyang menerapkan kebijakan o o
Promosi Kesehatan |gerakan masyarakat hidup 48% 73,3%
dan Pemberdayaan [sehat
Masyarakat Persentase kabupaten/kota
melaksanakan pembinaan 70% 86,67%
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Dukungan Nilai  penerapan  Reformasi
Manajemen dan Birokrasi Lingkup Ditjen Kesmas 0 0
Pelaksanaan Tugas 57,5% | 34,38%
Teknis Lainnya pada
Program Pembinaan  persentase kinerja RKAKL
Kesehatan pada lingkup Direktorat Jenderal 85% | 81,11%
Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Keterangan :

Lebih dari target
Mendekati target
Jauh di bawah target

B. Realisasi Anggaran
Alokasi PAGU Anggaran yang diperjanjikan antara Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung dengan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyakat sebesar Rp
3.740.496.000,-. dengan rincian per kegiatan sebagai berikut :
Tabel 3.10 Alokasi Pagu Dana Dekonsentrasi Program Kesmas
Dinkes Provinsi Lampung Tahun 2021

NO KEGIATAN PAGU 2019

1 | Pembinaan Gizi Masyarakat 520.000.000

» | Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis 113.290.000
lainnya

3 | Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan 610.308.000
Olahraga

4 | Pembinaan Kesehatan Keluarga 1.399.252.000

5 | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 946.575.000
Masyarakat

6 | Penyehatan Lingkungan 151.071.000

Total 3.740.496.000

Sumber : Laporan Dekonsentrasi APBN Provinsi Lampung (03) Tahun 2021

Sumber daya anggaran merupakan unsur utama selain SDM dalam
menunjang pencapaian indikator kinerja. Peranan pembiayaan sangat berpengaruh
terhadap penentuan arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan
dengan upaya pembangunan Program Kesehatan Masyarakat. Lebih terperinci alokasi
dan realisasi anggaran menurut jenis anggaran dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.11 Realisasi anggaran dana Dekonsentrasi Program Kesehatan

Masyarakat Dinkes Provinsi LampungTahun 2021

% Realisasi
No Kegiatan Alokasi Realisasi SP2D SP2D
1 Pembinaan Gizi 520.000.000 494.576.000 95,11
Masyarakat
Dukungan Manajemen 113.290.000 113.240.000 99,96
2 | dan Tugas Teknis
lainnya
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Pembinaan Upaya 610.308.000 610.307.132 99,99
3 | Kesehatan Kerja dan

Olahraga
4

Kesehatan Keluarga

Promosi Kesehatan 946.575.000 892.629.400 94,30
5 | dan Pemberdayaan

Masyarakat

Penyehatan 151.071.000 148.955.750 98,60
6 Lingkungan

Sumber Data: Laporan E Monev DJA Tahun 2021

Capaian realisasi keuangan secara umum belum mencapai target yang
diharapkan yaitu > 95%. Tabel di atas juga menunjukkan adanya realisasi
anggaran yang rendah pada kegiatan kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga
karena adanya perubahan kebijakan dimana kegiatan yang konsepnya tatap
muka saat perencanaan, ternyata setelah dilaksanakan dipusat diubah menjadi
blended tatap muka dan online. Namun bila dilihat dari realisasi output, seluruh
capaian output telah tercapai 100 % walaupun ada beberapa komponen yang
tidak dilaksanakan. Adapun realisasi per komponen kegiatan dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 3.12 Realisasi Per Komponen Kegiatan Anggaran Dana
Dekonsentrasi Program Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Lampung

Tahun 2021
NO NOMENKLATUR VoL SATUAN FISIK KINERJA
KOMPONEN Realisasi Kinerja TOTAL
1 2080.QKA.504.052 15 Laporan 15 100 100%
Pelaksanaan Surveilans Gizi
2 | 2080.SCI.001.051 40 Orang 40 100 100%
Pelatihan Konseling
Pemberian Makan Bayi dan
Anak (PMBA)
3 | 2080.SCI.002.051 50 Orang 50 100 100%
Pelatihan Pencegahan dan
Tatalaksana Balita Gizi Buruk
pada Balita
4 | 2089.PEF.001.052 40 Orang 40 99,99 99,99
Pelaksanaan  Sosialisasi
dan Diseminasi Kesehatan
Kerja
5 | 2089.UBA.001.052 15 Prov/Kab/Kota 15 100 100%
Pelaksanaan Fasilitasi dan
Pembinaan Kesehatan
Kerja
6 2089.UBA.004.052 15 Prov/Kab/Kota 15 100 100%
Pelaksanaan Fasilitasi dan
Pembinaan Penguatan
Aktivitas Fisik Anak Sekolah
7 | 2089.UBA.005.052 15 Prov/Kab/Kota 15 100 100%
Pelaksanaan Fasilitasi dan
Pembinaan Kesehatan
Olahraga
8 5832.AEA.003.052
Skreining Hipotiroid 1 Kegiatan 1 100% 41,5%
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Kongenital

9 | 5832.AEA.005.051.
Penguatan UKS/M/Pesantren 1 Kegiatan 1 100% 100%
dalam peningkatan
Kesehatan Usia Sekolah dan
Remaja

10 | 5832.AEA.011.051
Sosialisasi 2 Kegiatan 2 100% 83,2%
/Advokasi/koordinasi

Program  Pengembangan
Kesehatan Lansia (HLUN,LS)

11 | 5832.DCI.003.051

Orientasi  Audit Maternal 340 Orang 340 100% 100%
Perinatal Surveilans dan
Respon
12 | 5832.DCI.009.052.
Orientasi Tenaga 38 Orang 38 100% 93,5%

Kesehatan dalam Deteksi
Dini TB pada Anak Sekolah

13 | 5832.DCI.010.051

Orientasi Penguatan 160 Orang 160 100% 100 %
Pelaksanaan ~ Pelayanan
Kesehatan Reproduksi

Calon Pengantin

14 | 5832.DCI.013.052
Pelatihan Pelayanan 30 Orang 25 83% 84,4%
Kontrasepsi bagi Dokter dan
Bidan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

15 | 5832.DCI. 016.052
Pelatihan Kesehatan Lansia 30 Orang 30 100% 97,6%
dan Geriatri untuk Petugas
Puskesmas

16 | 5832.DCI.017.053
Orientasi Penggunaan 310 Orang 310 100% 100 %
Panduan  Praktis  untuk
Caregiver Informasl pada
Perawatan Jangka Panjang
bagi Lansia

17 | 5832.FBA.001.054
Pertemuan Pengauatn 3 Daerah 3 100% 100 %
Peran Guru dalam
Pendidikan Kesehatan
Reproduksi  Remaja  di
Sekolah/Madrasah

18 | 5832.FBA.005.051
Lokakarya Peningkatan 15 Daerah 15 100% 93,3%
Kualitas PKPR  dalam
Pencegahan dan
Pengendalian TB pada
Anak dan Remaja diluar
Sekolah

19 | 5832.FBA.010.051 15
Distribusi Dropping Barang 15 Daerah 100% 73,1%
Kesehatan Keluarga

20 | 5832.FBA.012.051 15
Pendampingan Kesehatan 15 Daerah 100% 89,1%
Keluarga

21 | 5833.PEA.001.057 1 Kegiatan 0 0% 0%
Koordinasi dan Advokasi
LPILS terkait
Pengembangan  Kebijakan
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Germas di  Daerah di
Berbagai Tatanan

22 | 5833.PEA.002.053 1 Kegiatan 1 100% 78,38%
Koordinasi/Lokakarya
Penguatan Pengelolaan
Pokjanal Posyandu

23 | 5833.PEA.002.054 1 Kegiatan 1 100% 100%
Penguatan SKN  Melalui
Pembinaan Pokjanal
Posyandu Secara Berjenjang
Dalam rangka Revitalisasi
Posyandu

24 | 5833.PEH.001.067 1 Promosi 1 100% 99,03%
Penyebarluasan Informasi
Kesehatan,

Germas, Posyandu, dan
Stunting Melalui Berbagai
Media di Daerah

25 | 5833.QDD.001.055 3 Kelompok 3 100% 98,54%
Fasilitasi Implementasi Masyarakat

Kebijakan ~ Germas  di
Provinsi

26 | 5834.FBA.001.051 15 Kab/Kota 15 100% 98,54%
Pengawasan Tempat
Pengelolaan Pangan (TPP)
oleh Daerah

27 | 5834.UBA.001.051 15 Kab/Kota 15 100% 98,54%
Pelaksanaan ~ Pembinaan
Sanitasi  Total Berbasis
Masyarakat (STBM) di

28 | 5834.UBA.002.051 15 Kab/Kota 15 100% 98,54%
Pelaksanaan
Kabupaten/Kota Sehat
(KKS) di Daerah

29 | 5834.UBA.005.051 5 Kab/Kota 5 100% 98,54%
Kabupaten/Kota yang
difasilitasi Pengelolaan
Intervensi Kesling dalam

30 | 4812.EAB.001.051 1 Layanan 1 99,96 99,98%

Menyusun rencana Program
Ditjen Kesmas

Koordinasi antara pusat dan daerah dalam monitoring pelaksanaan
anggaran serta meminimalisir adanya perubahan kebijakan di tahun berjalan
akan mendorong capaian realisasi anggaran yang lebih baik.

Efisiensi yang telah dilakukan
Dinas Kesehatan Provinsi lampung telah menerapkan kebijakan

pengintegrasian kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Rapat Koordinasi teknis yang biasanya dilakukan di masing-masing program
telah digabungkan pada kegiatan Dukungan manajemen dan tugas teknis
lainnya dan hanya dilaksanakan satu kali.

b. Kegiatan Konsultasi Program juga hanya dialokasikan di Dukungan
Manajemen dan tugas teknis lainnya sehingga kegiatan mengurangi jumlah
anggaran dan kegiatan menjadi lebih terintegrasi.

c. Beberapa kegiatan dilakukan di kab/kota untuk mengurangi biaya perjalanan
dinas yang terlampau besar dan menjangkau sasaran yang lebih banyak.
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C. Kesimpulan

1.

Indikator yang disepakati untuk dicapai oleh satker Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung sebanyak 20 indikator dengan target yang telah disepakati. Namun
dari 20 target tersebut baru tercapai 12 indikator yang capaiannya lebih dari
target, 6 indikator yang capaiannya mendekati target dan 2 indikator yang
capaiannya jauh dari target yang diharapkan.

. Analisa keberhasilan indikator terutama adalah karena adanya dukungan

sumber daya kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai, peningkatan
pembiayaan kesehatan, sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih baik,
perbaikan infrastruktur di beberapa wilayah dengan adanya otonomi daerah
dan meningkatnya dukungan pemerintah daerah.

. Untuk analisa penghambat, beberapa point yang perlu digaris bawahi adalah

belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi satu pintu dan
masih berjalan berdasarkan program masing-masing, kondisi beberapa
wilayah yang sulit, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di
beberapa wilayah dan belum adanya reward dan punishment dalam sistem
penilaian kinerja pegawai di daerah.

Alternatif solusi yang dapat diberikan antara lain peningkatan kapasitas tenaga
kesehatan di wilayah tertentu khususnya yang jauh dari faskes rujukan, distribusi
tenaga khususnya di daerah terpencil dan penyediaan sarana dan pra sarana yang
diperlukan untuk peningkatan keualitas pelayanan serta peningkatan peran
pemerintah daerah daam mendukung pembangunan infrastruktur yang
mendukung peningkatan akses masyarakat ke fasilitas kesehatan.

Pada tahun 2021, Satker Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mendapatkan
alokasi PAGU anggaran sebesar 3.740.992.000 dengan realisasi sebesar Rp.
3.441.346.932 (92%). Hal ini dapat dikatakan sejalan dengan capaian indikator
kinerja, dimana telah mencapai target.
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7. LAMPIRAN
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : Dr. dr. Hj. Reihana, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : dr. Kirana Pritasari, MQIH
Jabatan : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini sebagai pertimbangan penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pihak pertama dan kedua akan membahas ulang perjanjian ini bila terjadi perubahan
kebijakan anggaran.

Bandar Lampung, November 2020

Pihak Kedua,

PARAF KOCRDINASI
Sekretaris

Kabid Kesmas

Kasi Kesga & Gl
Kasi Promkes & PM |/t
Kasi Kesting Kesjaor{ 9.

NSU -
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_ PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS KESEHATAN PROVINS| LAMPUNG

Sasaran o . . Target Target
‘ . Program/Kegiatan o Nasional | Provinsi
(1) (2) (3) (4) (5)
1. | Pembinaan Gizi Persentase Kabupaten/Kota yang 70% 70 %
Masyarakat melaksanakan surveilans gizi
Persentase puskesmas yang 20% 20 %
menyelenggarakan tata laksana gizi buruk
pada balita
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan 45% 65 %
mendapat AS| Eksklusif
2. | Pembinaan Jumlah Kabupaten/Kota yang 200 6
Kesehatan Keluarga menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu | Kab/Kota | kab/kota
dan bayi baru lahir
Jumiah Kabupaten/Kota yang 200 8
menyelenggarakan kesehatan balita Kab/Kota | kab/kota
Jumlah Kabupaten/Kota yang 150 8
menyelenggarakan pelayanan kesehatan | Kab/Kota | kab/kota
anak usia sekolah dan remaja
Jumlah Kabupaten/Kota yang 200 7
menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia | Kab/Kota | kab/kota
reproduksi
Persentase Kabupaten/Kota yang 50% 7
menyelenggarakan pelayanan kesehatan kab/kota
lanjut usia
3. | Pembinaan Upaya Jumlah Kabupaten/Kota yang 334 10 kab
Kesehatan Kerja dan menyelenggarakan kesehatan kerja Kab/Kota
Olahraga Jumlah Kabupaten/Kota yang 334 10 kab
menyelenggarakan kesehatan olahraga Kab/Kota
4. | Penyehatan Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air 50% 50 %
Lingkungan besar Sembarangan (SBS)
Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 220 8 kab/kot
Kab/Kota
Persentase sarana air minum yang diawasi/ 64% 64 %
diperiksa kualitas air minumnya sesuai
standar
Jumlah fasyankes yang memilki pengelolaan 3000 387
limbah medis sesuai standar fasyankes | faskes
Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) 44% 44 %
yang memenuhi syarat sesuai standar
Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) 60% 60 %
yang dilakukan pengawasan sesuai standar
5. | Promosi Kesehatan Persentase Kabupaten/Kota yang 35% 48 %
dan Pemberdayaan menerapkan kebijakan gerakan masyarakat
Masyarakat hidup sehat
Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan 70% 70 %
pembinaan posyandu aktif
6. | Meningkatnya Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Lingkup 57,5% 57,5%
koordinasi Ditjen Kesehatan Masyarakat
pelaksanaan tugas, Persentase kinerja RKAKL lingkup Kesehatan 85% 85 %
pembinaan dan Masyarakat
pemberian dukungan
manajemen
Kementerian
Kesehatan
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Proaram Anggaran

1. Program Kesehatan Masyarakat Rp. 11.480.226.000
2. Program Dukungan Manajemen Rp. 722.233.000

Bandar Lampung, November 2020

Direktur Jenderal
Kesehatan Masyarakat

dr. Ki sari, MQIH
NIP 196404081990032001

e T

PARAF KOORDINASI

Kasi Kesling Kesjaor |

nrmme >

NSU
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